PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DINAS KESEHATAN
Jalan Imam Bonjol No. 13 Telp 421341 Kode Pos 68217

Email : perencanaanbondowoso@gmail.com Website : www.dinkes.bondowosokab.go.id

BONDOWOSO

W
Bondowoso, 17 Juni 2026

Kepada
Nomor : 400.7/ 25451/430.9.3/2026 Yth. Sdr. Pelaku Usaha Penyedia Susu PKMK
Sifat : Penting
Lampiran - di
Perihal : Market Sounding & Market TEMPAT
Confirmation
Dalam rangka market sounding, analisis pasar, serta pelaksanaan e-purchasing

pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Tahun Anggaran 2026 dengan ini disampaikan

beberapa hal berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso telah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan
pada Aplikasi SIRUP LKPP dengan ID 64127419 untuk kegiatan Pengadaan Barang/Jasa
pada sub kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat - Belanja Makanan
dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan berupa pengadaan Susu PKMK
untuk Balita usia 0-12 bulan dan Balita usia di atas 1 tahun dengan pagu anggaran Rp
1.498.588.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

1) PKMK untuk Dukungan Nutrisi bagi Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi Kurang atau Gizi
Buruk untuk Usia 0 — 12 Bulan (400 gr) sebanyak 6.690 kotak x Rp 125.300,00 = Rp
838.257.000,00

2) PKMK untuk Dukungan Nutrisi bagi Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi Kurang atau Gizi
Buruk untuk Usia diatas 1 Tahun (400 gr) sebanyak 5.270 kotak x Rp 125.300,00 = Rp
660.331.000,00

2. Berpedoman pada evaluasi kesesuaian antara spesifikasi dan kebutuhan, serta
mempertimbangkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2020
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1
Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk Keperluan Gizi Khusus,
rekomendasi/justifikasi tekhnis dari Ahli (Dokter Spesialis Anak), dan Uji organoleptik, maka
spesifikasi teknis susu PKMK yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:
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a. Spesifikasi Susu PKMK untuk balita usia 0-12 bulan

EKMK‘ untuk Dukungan_ Nutrisi bagi Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi Kurang atau Gizi
uruk: Susu Bubuk Balita untuk anak balita 0-12 bulan, 400 gr, 100 kkal/100 ml
Standar BPOM
PKMK Untuk Dukungan Nutrisi bagi
Zat Gizi SATUAN Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi
No. Kurang atau Gizi Buruk (Usia di bawah 1
Tahun)
Per 100 kkal (Minimal)
Densitas Energi kkal/1ml 1
Protein % 10,4
Lemak Total % 52,22
DHA mg 9,9
Asam Linoleat gr 1.019
Asam a-linolenat ar 0.118
Karbohidrat Total gr 10
Laktosa gr 33
Vitamin A mcg RE 103.8
Vitamin D3 mcg 1.6
Vitamin E mg 3.168
Vitamin K1 mcg 12
Vitamin B1 (Tiamin) mg 0.146
Vitamin B2 (Riboflavin) mg 0.116
Vitamin B3 (Niasin) mg 0.8
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) mg 0.89
Vitamin B6 (Piridoksin) mg 0.094
Vitamin B9 (Folat) mcg 27
Vitamin B12 (Kobalamin) mcg 0.33
Biotin mcg 4.6
Kolin mg 22
Vitamin C mg 19
Kalsium mg 71
Fosfor mg 36
Magnesium mg 5.3
Natrium mg 28
Kalium mg 77
Mangan mcg 20
Tembaga mcg 42
Zat Besi mg 11
lodium mcg 36
Zinc/Seng mg 0.73
Selenium mcg 4.5
L-Karnitin mg 2.9
Sukrosa gr 0
Serat Pangan gr 0.56
Flour gr -
Cara Penyimpanan : i
Produk disimpan di tempat yang kering dan bersih. Produk dalam kemasan per 400 gram.
Pengepakan dilakukan dalam 1 kardus/karton dengan isi 24 kemasan. Pengepakan produk
dengan menggunakan kardus/karton yang dapat melindungi susu dari kontak matahari
langsung/air sehingga dapat menjamin susu dalam kondisi yang baik ketika sampai di lokasi
serah terima barang
Sertifikat Halal : & R
Memiliki Sertifikat Halal Indonesia yang diterbitkan oleh BPJPH MUI yang masih berlaku
Nomor Izin Edar : s e R
Memiliki Nomor Izin Edar Sertifikat BPOM RI yang masih berlaku
Masa Berlaku (Expired Date) ;
Minimal 18 Bulan sejak barang diserahterimakan
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b. Spesifikasi Susu PKMK untuk balita usia di atas 1 tahun

PKMK untuk Dukungan Nutrisi bagi Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizl Kurang atau Gizi
Buruk untuk Usia diatas 1 Tahun: Susu Bubuk Balita untuk anak balita 0-12 bulan, 400 gr,
100 kkal/100 ml
No. Standar BPOM
PKMK Untuk Dukungan Nutrisi b'azg'l
Anak Berisiko Gagal Tumbuh, G
Zat Gizl Satuan Kurang atau Gizi Buruk (Usia Diatas 1
Tahun)
Per 100 kkal (Minimal)
1 Densitas Energi kkal/ml 1
2 Protein % 12 %
3 Lemak Total % 36 %
4 DHA mg 7.4
5 Asam Linoleat gr 0.53
6 | Asam a-linolenat gr 0.06
7 Karbohidrat Total gr 13.3
8 | Gula Total gr 6.1
9 | Laktosa ar 3.9
10| Vitamin A mcg RE 80
11 | Vitamin D3 meg 1
12| Vitamin E mg 2.3
13 | Vitamin K1 mcg 7
14 | Vitamin B1 (Tiamin) mg 0.095
15 | Vitamin B2 (Riboflavin) mg 0.133
16 | Vitamin B3 (Niasin) mg 0.7
17 | Vitamin B5 (Asam 07
Pantotenat) mg .
18 | Vitamin B6 (Piridoksin) mg 0.081
19 | Vitamin B9 (Folat) mcg 19
20 | Vitamin B12
(Kobalamin) meg 0.25
21 | Biotin mcg 39
22 | Kolin mg 22
23 | Vitamin C mg 12
24 | Kalsium mg 90
25 | Fosfor mg 67
26 | Magnesium mg 10
27 | Natrium mg 37
28 | Kalium mg 116
29 | Mangan meg 19
30 | Tembaga mcg 54
31 | Besi mg 0.5
32 | lodium mcg 16
33 | Seng mg 0.5
34 | Selenium mcg 24
35 | L-Kamitin mg 3.5
36 | Sukrosa gr 14
37 | Serat Pangan gr 0.7
38 | Flour gr -
Cara Penyimpanan
Produk disimpan di tempat yang kering dan bersih. Produk dalam kemasan per 400 gram. Pengepakan
dilakukan dalam 1 kardus/karton dengan isi 24 kemasan. Pengepakan produk dengan menggunakan
kardus/karton yang dapat melindungi susu dari kontak matahari langsung/air sehingga dapat menjamin
susu dalam kondisi yang baik ketika sampai di lokasi serah terima barang
Sertifikat Halal
Memiliki Sertifikat Halal Indonesia yang diterbitkan oleh BPJPH MUl yang masih berlaku
Nomor Izin Edar
Memiliki Nomor Izin Edar Sertifikat BPOM RI yang masih berlaku
Masa Berlaku (Expired Date)
Minimal 18 Bulan sejak barang diserahterimakan
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3.

4,

Pengadaan paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan secara e-

Purchasing melalui Katalog Elektronik dengan metode Mini Kompetisi.

Judul Kompetisi Kategori Tipe Kategori
Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas | Makanan dan | Barang
Pelayanan Urusan Kesehatan — Susu PKMK - | Minuman > Susu >
Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Susu Formula
Rencana Jadwal Pengadaan adalah sebagai berikut:
NO. PROGRES AWAL AKHIR
A. | TAHAP PERSIAPAN
1. | Market Sounding 18 Juni 2026 19 Juni 2026
B. | TAHAP PELAKSANAAN
1. | Launching Mini kompetisi 22 Juni 2026 22 Juni 2026
2. | Pemasukan Penawaran pada paket | 22 Juni 2026 24 Juni 2026
minikompetisi
3. Tahapan Pembukaan Penawaran 25 Juni 2026 25 Juni 2026
4. Tahapan Klarifikasi 25 Juni 2026 30 Juni 2026
5. Justifikasi/pengumuman pemenang 1 Juli 2026 1 Juli 2026
C. | PELAKSANAAN E -PURCHASING
1. | Penerbitan SPPBJ 1 Juli 2026 1 Juli 2026
2. Penyampaian Jaminan Pelaksanaan 1 Juli 2026 3 Juli 2026
3. Pembahasan draft Surat Pesanan 6 Juli 2026 6 Juli 2026
4. | Pembuatan paket e-purchasing 7 Juli 2026 7 Juli 2026
5. Penandatanganan Surat Pesanan 7 Juli 2026 8 Juli 2026

Catatan: Jadwal disesuaikan dengan kebutuhan waktu pelaksanaan evaluasi penawaran
dan klarifikasi penyedia
Berikut kami lampirkan:

Dokumen Mini Kompetisi

Jadwal Pelaksanaan kegiatan

Rancangan Kontrak
Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak
Pelaksanaan Market Sounding dan Market Confirmation kepada pelaku usaha dapat

a.
b
c. Spesifikasi Teknis
d
e

dilakukan:
a. Dengan hadir langsung di Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso Jalan Imam Bonijol

no 13, Kademangan, Bondowoso, Jawa Timur; atau

b. Melalui Narahubung Sdr. LULUK MAS'ADAH, S§.Gz dengan Nomor Telepon/WA
082330640587 yang dilaksanakan pada tanggal 17-19 Juni 2026 pukul 08.00 — 15.00
WIB

Untuk mengumpulkan data awal, Kami mohon Saudara mengisi kuesioner pada tautan

https://forms.qle/nitdR2L4HpOkrTHr7

Mengharap partisipasi Saudara untuk menawarkan produk sesuai ketentuan yang tercantum

pada lampiran dengan mengupload pada kategori sebagaimana di atas;
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9 Tata cara pelaksanaan mini kompetisi dapat dilihat di alamat https //bantuan inaproc id/he/id
«dcateqones/7269857824015 (Menu Panduan PP/PPK - Panduan Mini Kompetisi dan Menu
Panduan Penyedia - Panduan Mini Kompetisi) atau sumber lainnya yang relevan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
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DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

Kegiatan

Kode Kegiatan
Sub Kegiatan
Kode Sub Kegiatan

Pekerjaan

Kode Rekening
Nilai Pagu

Nilai HPS

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.02.2.02

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
1.02.02.2.02.0015

Belanja Makanan dan Minuman Pada Fasilitas
Pelayanan Urusan Kesehatan - SUSU PKMK
5.1.02.01.001.00056

Rp 1.498.588.000,-

(Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan
Juta Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Rp 1.005.371.540,-

(Satu Milyar Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu
Ribu Lima Ratus Empat Puluh Rupiah)

Lokasi : Dinas Kesehatan Kab. Bondowoso

Sumber Dana : DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)

TA. 2026
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KUALIFIKASI PENYEDIA

Penyedia/peserta sudah terdaftar di katalog elektronik LKPP dan berbadan usaha dengan memenuhi

kualifikasi sebagai berikut:

a. NIB yang sudah terdaftar di On/ine Single Submission (OSS) dan memiliki kualifikasi ijin usaha yang
telah terverifikasi sesuai pekerjaan yang dilakukan penawaran. NIB yang dimiliki penyedia memiliki
Kode KBLI sebagai berikut:

Kode KBLI Penjelasan

KBLI 46326 Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu

(Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar susu dan produk susu.)

b. Memiliki NPWP dan Status Wajib Pajak valid serta memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak
terakhir (SPT Tahun 2025);

c¢. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa
milik sendiri atau sewa;

d. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan:
(1) Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya
(2) Surat kuasa (apabila dikuasakan)

(3) Kartu Tanda Penduduk

e. Surat Pernyataan Pakta Integritas meliputi:

(1) Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(2) Akan melaporkan kepada PA/KPA jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme dalam proses pengadaan ini

(3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan
hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

(4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka (1), (2) dan (3) maka bersedia
menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan

f. Surat pernyataan yang ditandatangani peserta yang berisi:

(1) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan
kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan

(2) Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam

(3) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana

(4) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai kementerian/lembaga/perangkat
daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai kementerian/
lembaga/perangkat daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan negara

(5) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan, data
kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, serta jika di
kemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada
pemalsuan maka direktur utama/pimpinan perusahaan/pimpinan koperasi, atau kepala cabang,
dari seluruh anggota konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain bersedia
dikenakan sanksi

(6) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak sedang dikenakan sanksi administratif, sanksi
pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana
kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan

g. Dalam hal pelaku usaha melakukan kemitraan maka harus mempunyai perjanjian kemitraan yang
sah.



https://oss.go.id/informasi/kbli-detail/629564e0-f535-439f-b610-99dd0985fb0e
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SPESIFIKASI TEKHNIS

a. Spesifikasi Mutu/Kualitas
Setelah dilakukan evaluasi kesesuaian antara spesifikasi dan kebutuhan, serta
mempertimbangkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pangan Olahan Untuk
Keperluan Gizi Khusus, rekomendasi/justifikasi tekhnis dari Ahli (Dokter Spesialis
Anak), serta didukung dengan hasil uji organoleptik dan testimoni pengguna susu
PKMK sebelumnya, maka spesifikasi teknis susu PKMK yang dibutuhkan adalah
sebagai berikut:
a. Spesifikasi Susu PKMK untuk balita usia 0-12 bulan

PKMK untuk Dukungan Nutrisi bagi Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi Kurang atau Gizi
Buruk: Susu Bubuk Balita untuk anak balita 0-12 bulan, 400 gr, 100 kkal/100 ml
Standar BPOM
PKMK Untuk Dukungan Nutrisi bagi
Zat Gizi Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi
hallbil] Kurang atau Gizi Buruk (Usia di bawah 1
Tahun)
Per 100 kkal (Minimal)
Densitas Energi kkal/1ml 1
Protein % 10,4
Lemak Total % 52,22
DHA mg 9,9
Asam Linoleat gr 1.019
Asam a-linolenat gr 0.118
Karbohidrat Total gr 10
Laktosa gr 3.3
Vitamin A mcg RE 103.8
Vitamin D3 mcg 1.6
Vitamin E mg 3.168
Vitamin K1 mcg 12
Vitamin B1 (Tiamin) mg 0.146
Vitamin B2 (Riboflavin) mg 0.116
Vitamin B3 (Niasin) mg 0.8
Vitamin B5 (Asam Pantotenat) mg 0.89
Vitamin B6 (Piridoksin) mg 0.094
Vitamin B9 (Folat) mcg 27
Vitamin B12 (Kobalamin) mcg 0.33
Biotin mcg 4.6
Kolin mg 22
Vitamin C mg 19
Kalsium mg 71
Fosfor mg 36
Magnesium mg 5.3
Natrium mg 28
Kalium mg 77
Mangan mcg 20
Tembaga mcg 42
Zat Besi mg 1.1




lodium mcg 36
Zinc/Seng mg 0.73
Selenium mcg 4.5
L-Karnitin mg 2.9
Sukrosa gr 0
Serat Pangan gr 0.56
Flour gr -

Cara Penyimpanan

Produk disimpan di tempat yang kering dan bersih. Produk dalam kemasan per 400 gram.
Pengepakan dilakukan dalam 1 kardus/karton dengan isi 24 kemasan. Pengepakan produk
dengan menggunakan kardus/karton yang dapat melindungi susu dari kontak matahari
langsung/air sehingga dapat menjamin susu dalam kondisi yang baik ketika sampai di lokasi
serah terima barang

Sertifikat Halal

Memiliki Sertifikat Halal Indonesia yang diterbitkan oleh BPJPH MUI yang masih berlaku

Nomor Izin Edar

Memiliki Nomor Izin Edar Sertifikat BPOM RI yang masih berlaku

Masa Berlaku (Expired Date)

Minimal 18 Bulan sejak barang diserahterimakan

b. Spesifikasi Susu PKMK untuk balita usia di atas 1 tahun

100 kkal/100 ml

PKMK untuk Dukungan Nutrisi bagi Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi Kurang atau Gizi
Buruk untuk Usia diatas 1 Tahun: Susu Bubuk Balita untuk anak balita 0-12 bulan, 400 gr,

No. Standar BPOM
PKMK Untuk Dukungan Nutrisi bagi
Zat Gizi Satuan Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi
Kurang atau Gizi Buruk (Usia Diatas 1
Tahun)
Per 100 kkal (Minimal)
1 Densitas Energi kkal/ml 1
2 Protein % 12 %
3 Lemak Total % 36 %
4 DHA mg 7.4
5 Asam Linoleat gr 0.53
6 Asam a-linolenat gr 0.06
7 Karbohidrat Total gr 13.3
8 Gula Total gr 6.1
9 Laktosa gr 3.9
10 | Vitamin A mcg RE 80
11 Vitamin D3 mcg 1
12 | Vitamin E mg 2.3
13 | Vitamin K1 mcg 7
14 | Vitamin B1 (Tiamin) mg 0.095
15 | Vitamin B2 (Riboflavin) mg 0.133
16 | Vitamin B3 (Niasin) mg 0.7
17 | Vitamin B5 (Asam mg 0.7
Pantotenat) )
18 | Vitamin B6 (Piridoksin) mg 0.081
19 | Vitamin B9 (Folat) mcg 19
20 | Vitamin B12
(Kobalamin) mcg 025
21 Biotin mcg 3.9
22 Kolin mg 22
23 | Vitamin C mg 12
24 Kalsium mg 90
25 Fosfor mg 67
26 Magnesium mg 10
27 Natrium mg 37




28 | Kalium mg 116
29 | Mangan mcg 19
30 | Tembaga mcg 54
31 Besi mg 0.5
32 lodium mcg 16
33 | Seng mg 0.5
34 | Selenium mcg 2.4
35 L-Karnitin mg 3.5
36 | Sukrosa gr 14
37 | Serat Pangan gr 0.7
38 Flour gr -

Cara Penyimpanan

Produk disimpan di tempat yang kering dan bersih. Produk dalam kemasan per 400 gram.
Pengepakan dilakukan dalam 1 kardus/karton dengan isi 24 kemasan. Pengepakan produk
dengan menggunakan kardus/karton yang dapat melindungi susu dari kontak matahari
langsung/air sehingga dapat menjamin susu dalam kondisi yang baik ketika sampai di lokasi
serah terima barang

Sertifikat Halal

Memiliki Sertifikat Halal Indonesia yang diterbitkan oleh BPJPH MUI yang masih berlaku
Nomor lIzin Edar

Memiliki Nomor Izin Edar Sertifikat BPOM RI yang masih berlaku

Masa Berlaku (Expired Date)

Minimal 18 Bulan sejak barang diserahterimakan

b. Spesifikasi Jumlah

Berdasarkan target sasaran sesuai dengan Laporan EPPGBM Dinkes
Kab.Bondowoso Bulan Desember 2025 Maka kebutuhan susu PKMK untuk balita

adalah sebagai berikut:

No Item Barang Satuan Jumlah

1 PKMK untuk Dukungan Nutrisi bagi Anak Berisiko Gagal Kotak 6.690
Tumbuh, Gizi Kurang atau Gizi Buruk: Susu Bubuk Balita
untuk anak balita 0-12 bulan, 400 gr, 100 kkal/100 ml

2 | PKMK untuk Dukungan Nutrisi bagi Anak Berisiko Gagal Kotak 5.270
Tumbuh, Gizi Kurang atau Gizi Buruk: Susu Bubuk Balita
untuk anak balita di atas 1 Tahun, 400 gr, 100 kkal/100 ml

c. Spesifikasi Waktu Pemanfaatan

No. ltem Uraian
1. Waktu Pelaksanaan | 40 (empat puluh) hari kalender
Pekerjaan
2. Maksimal Serah | Penyedia mengirimkan barang dan
Terima Barang melaksanakan layanan sesuai spesifikasi
selambat lambatnya 40 (empat puluh) hari
kalender setelah penandatanganan kontrak.




d. Spesifikasi Pengiriman

No.

Item

Uraian

1.

Harga

Harga sudah termasuk pajak dan ongkos kirim

2.

Transportasi dan
Pengepakan

Alat transportasi yang digunakan menggunakan
jalur darat. Produk disimpan di tempat yang
kering dan bersih. Produk dalam kemasan per
400 gram. Pengepakan dilakukan dalam 1
kardus/karton dengan isi 24 kemasan.
Pengepakan produk dengan menggunakan
kardus/karton yang dapat melindungi susu dari
kontak matahari langsung/air sehingga dapat
menjamin susu dalam kondisi yang baik ketika
sampai di lokasi serah terima barang

Lokasi Serah Terima
Barang

Barang dikirimkan ke Dinas Kesehatan
Kabupaten Bondowoso, pada hari dan jam kerja,
yaitu hari Senin s.d Jumat, pukul 08.00 — 15.00
WIB.
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HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Berdasarkan Referensi Kontrak Sejenis, Referensi Harga Pasar, dan Referensi Katalog

Online, maka ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimana berikut:

NO. NAMA BARANG JUMLAH | SATUAN | TOTAL HARGA

1.| PKMK untuk Dukungan Nutrisi bagi | 6.690 Kotak Rp 598.527.540,-
Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi
Kurang atau Gizi Buruk: Susu
Bubuk Balita untuk anak balita 0-12
bulan, 400 gr, 100 kkal/100 ml

2.| PKMK untuk Dukungan Nutrisi bagi | 5.270 Kotak Rp 406.844.000,-
Anak Berisiko Gagal Tumbuh, Gizi
Kurang atau Gizi Buruk untuk Usia
diatas 1 Tahun: Susu Bubuk Balita
untuk anak balita 0-12 bulan, 400
gr, 100 kkal/100 ml

Total Harga Rp 1.005.371.540,-
(Harga sudah termasuk PPN 11%)

Terbilang:
Satu Milyar Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh

Rupiah



RANCANGAN KONTRAK

Rancangan Kontrak (SURAT PESANAN)

Pemesan

Dinas Kesehatan

Kab. Bondowoso

Nama Penanggungjawab

Jabatan Penanggungjawab

Divisi / Unit Kerja
NPWP Pemesan
Alamat Pemesan

dr. MOCH JASIN, M.Kes
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

00.267.144.4-656.000

Penyedia

[diisi Nama Penyedia]

Nama Penanggungjawab
Jabatan Penanggungjawab

NPWP Penyedia
Alamat Penyedia

JI. Imam Bonjol No. 13 Kademangan Kab.

Bondowoso

Informasi Pembayaran dan Pengiriman

Pembayaran
Pengiriman

1 Termin
1 Tahap

(Untuk detail lengkap, lihat bagian Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman)

Ringkasan Pesanan

Surat Pesanan

Optigrow 1+

produk 1]

produk 1]

Nama Produk Harga Produk PPN Harga Satuan Jumlah Sub Total
SGM Ananda Gain [diisi harga produk 1] | [diisi nilai PPN [diisi harga satuan 6.690 [diisi jumlah harga sesuai
produk 1] produk 1] dengan jumlah produk 1
yang dibeli]
SGM Eksplor Gain [diisi harga produk 1] | [diisi nilai PPN [diisi harga satuan 5.270 [diisi jumlah harga sesuai

dengan jumlah produk 1
yang dibeli]

tautan produk yang dibeli
Ongkos Kirim 0
Total Harga | [diisi jumlah harga]




Detail Informasi Pembayaran & Pengiriman
Pembayaran 1 Estimasi Total Pembayaran [diisi jumlah estimasi total pembayaran]

Pengiriman 1

Nama Penerima . [diisi nama penerima]
Permintaan Tiba . [diisi tanggal permintaan tiba]
Alamat Pengiriman : Dinas Kesehatan Kab Bondowoso
Jalan Imam Bonjol No. 13
Bondowoso
Kurir Pengiriman : [diisi kurir pengiriman]
No Produk Varian Layanan Tambahan Catatan Jumlah
1 SGM Ananda Gain [diisi varian produk 1 [diisi layanan [diisi catatan produk 1 [diisi jumlah produk 1 yang akan
yang akan dikirim] tambahan produk 1 yang akan dikirim] dikirim]
yang akan dikirim]
2  SGM Eksplor Gain [diisi varian produk 1 [diisi layanan [diisi catatan produk 1 [diisi jumlah produk 1 yang akan
Optigrow 1+ yang akan dikirim] tambahan produk 1 yang akan dikirim] dikirim]
yang akan dikirim]
Harga Produk [diisi jumlah produk yang dibeli] [diisi jumlah harga produk yang
dibeli]
Harga Layanan Tambahan [diisi jumlah layanan tambahan] [diisi biaya layanan tambahan]
Ongkos Kirim [diisi jumlah pembelian] [diisi biaya ongkos kirim]
Total Harga [diisi total harga]

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.
Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu ) dokumen asli
yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui Syarat dan Ketentuan
pada



https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1 yang berlaku di Katalog
Elektronik v6.

Dinas Kesehatan [diisi nama penyedia/toko]
Kab. Bondowoso

dr. MOCH JASIN, M.Kes [diisi nama penanggungjawab]
Pejabat Pembuat Komitmen [diisi jabatan penanggungjawab]

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat
Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasilannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada
https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF



A. Ketentuan Umum
1.

Definisi

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum
Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang
dimaksudkan sebagai berikut:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Katalog Elektronik Versi 6, atau yang disebut “Katalog
Elektronik”, adalah suatu bagian dari ekosistem Platform
Pengadaan Nasional yang dimiliki oleh LKPP dan
dikelola bersama Telkom yang memiliki fungsi sebagai
platform yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga
setingkat Kementerian, dan/atau serta Pemerintah
Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
untuk dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD
melalui metode E-Purchasing.

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan
barang dan/atau jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang
dibiayai oleh APBN dan/atau APBD yang prosesnya
dimulai sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima
hasil pekerjaan.

Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut E-
Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa
melalui sistem Katalog Elektronik atau toko daring.

Pengguna adalah pihak yang menggunakan layanan
Katalog Elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada
setiap orang, penyelenggara negara, Pembeli, Penyedia,
maupun pihak lain yang mengakses Katalog Elektronik
dan/atau menggunakan layanan di Katalog Elektronik.

Pengguna Terdaftar adalah Pengguna yang telah
memiliki akun terdaftar dan terverifikasi di Sistem
Penyelenggara Sistem Elektronik dan/atau sistem
pendukungnya untuk melakukan transaksi dan/atau
aktivitas lainnya di Katalog Elektronik berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku, termasuk namun tidak
terbatas pada Pembeli, Penyedia, auditor (termasuk
namun tidak terbatas pada Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (“APIP”), Badan Pengawas Keuangan
(“BPK”), Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (“BPKP”), dan Aparat Penegak Hukum
(“APH”)), Bendahara Pengeluaran, dan/atau pihak
lainnya yang berwenang di
Kementerian/Lembaga/Pemerintah  Daerah  sesuai
penugasan dari instansi yang berwenang.



1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.12

1.13

Pembeli adalah Pengguna Terdaftar yang terdiri dari
pejabat yang bertugas untuk melakukan pemesanan
Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik yang terdiri dari
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan
(PP), atau pejabat yang ditetapkan oleh pimpinan
instansi/institusi yang berwenang berdasarkan ketentuan
hukum di Indonesia dan/atau kuasanya.

Penyedia Barang dan/atau Jasa, atau untuk selanjutnya
disebut sebagai “Penyedia” adalah Pengguna Terdaftar
yang menyediakan Barang/Jasa berdasarkan Surat
Pesanan yang terdiri dari badan usaha/orang
perseorangan/lembaga/badan penelitian yang
menyediakan Barang/Jasa di Katalog Elektronik.

Pejabat Pembuat Komitmen, atau selanjutnya disingkat
‘PPK” adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk
mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan pengeluaran APBN dan/atau
APBD.

Pejabat Pengadaan yang selanjutnya disingkat PP
adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel
yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung,
Penunjukan langsung dan/atau E-Purchasing.

Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan
APBN/APBD pada kantor/Satker ~ Kementerian
Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat
BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum negara.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk
melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.

Mitra Instansi Pengelola, yang mana dalam Katalog
Elektronik merujuk pada Telkom berdasarkan Peraturan
Presiden, yang selanjutnya disingkat MIP adalah pihak
yang diberi kewenangan sebagai mitra dalam mengelola
sistem pengadaan secara elektronik dan sistem
pendukungnya sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku di Indonesia.



1.14 Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau
dimanfaatkan oleh pengguna barang.

1.15 Jasa adalah Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya
sebagaimana diatur dalam Ketentuan hukum yang
berlaku.

1.16 Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan
kembali suatu bangunan.

1.17 Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang
membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau
keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah
dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu
pekerjaan.

1.18 Toko adalah toko dalam Katalog Elektronik yang
memfasilitasi Pengadaan  Barang/Jasa  melalui
penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik
(E-Purchasing).

1.19 Produk Toko, atau selanjutnya disebut sebagai “Produk”
adalah setiap Barang yang dibuat dan/atau Jasa yang
dihasilkan oleh Penyedia di Katalog Elektronik.

1.20 Surat Pesanan adalah bentuk kontrak dalam Pengadaan
Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik.

1.21 Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang
terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,
terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik
lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan
autentikasi.

1.22 Meterai Elektronik adalah meterai berbentuk elektronik
untuk mengesahkan dokumen Surat Pesanan
Pengadaan Barang/Jasa (E-Purchasing) dengan
nominal transaksi di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta
Rupiah).

1.23 Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran Kementerian
Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.

1.24 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin



pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

1.25 Kementerian Negara yang selanjutnya disebut
Kementerian adalah perangkat pemerintah yang
membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.

1.26 Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN
dan/atau APBD adalah pejabat yang memperoleh kuasa
dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian
kewenangan dan tanggung jawab penggunaan
anggaran pada Kementerian Negara/
Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

1.27 Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara
dan instansi lain Pengguna Anggaran yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan
lainnya.

1.28 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

1.29 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang
selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan
Perwakilan Rakyat.

1.30 Chat adalah fitur berupa pesan teks dan pesan gambar
yang dapat digunakan untuk media komunikasi antara
Pembeli dan Penyedia pada seluruh proses Pengadaan
Barang/Jasa dalam sistem Katalog Elektronik (E-
Purchasing).

1.31 Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di
luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat
diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang
ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Tidak termasuk keadaan kahar dalam hal-hal merugikan
yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para
pihak.

1.32 Kawasan yang Ditetapkan Sebagai Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang
selanjutnya disebut sebagai “Kawasan Bebas”, adalah
suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari
daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea



1.33

1.34
1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

1.42

masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM), dan cukai.

Bank Indonesia-Fast Payment yang selanjutnya disebut
BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran Bank
Indonesia untuk memfasilitasi pembayaran

ritel yang dapat diakses setiap saat.

Sistem SAKTI yang selanjutnya disebut SAKTI adalah
sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan
penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban
anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi
pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem
pengelolaan keuangan negara.

Bagan Akun Standar atau Chart of Accountyang
selanjutnya disebut BAS/CoA adalah daftar kodefikasi
dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun
secara sistematis  sebagai pedoman dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran,
dan pelaporan keuangan Pemerintah.

Reservasi Pembayaran adalah proses permintaan untuk
dapat melakukan pembayaran pada Katalog Elektronik.

Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya
disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk
membantu Bendahara Pengeluaran untuk
melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna
kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Dasar Pengenaan Pajak atau selanjutnya disingkat
‘DPP” adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai
Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai
dasar untuk menghitung pajak yang terutang.

Kode Pembayaran adalah suatu informasi pembayaran
yang digunakan oleh Penyedia untuk menerima
pembayaran baik melalui Virtual Account Penyedia,
melalui Kode Bayar, atau melalui cara lainnya
sebagaimana ditentukan oleh Pengelola Platform.

Virtual Account Penyedia adalah akun virtual atas nama
Penyedia Barang/Jasa yang digunakan untuk menerima
pembayaran dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa
yang menggunakan Katalog Elektronik.

Kode Bayar adalah kode atas nama penyedia
barang/jasa yang digunakan untuk menerima



2. Ketentuan Umum

pembayaran dalam rangka Pengadaan Barang/jasa
yang menggunakan Katalog Elektronik.

1.43 Mini-Kompetisi adalah salah satu metode pemilihan

2.1

2.2

2.3

24

2.5

2.6

Penyedia yang dilakukan terhadap 2 (dua) atau lebih
Penyedia Katalog Elektronik yang memiliki Produk yang
sama atau Produk dengan spesifikasi sejenis yang
dibutuhkan oleh PPK/PP dengan tujuan mendapatkan
harga terbaik.

Pengelola Katalog Elektronik yang ditunjuk berwenang
tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengguna,
untuk melakukan tindakan yang diperlukan atas setiap
dugaan pelanggaran atau pelanggaran Syarat dan
Ketentuan dan/atau hukum yang berlaku.

Pengelola Katalog Elektronik memiliki kewenangan
untuk menutup Toko dan/atau akun Pengguna baik
sementara dan/atau secara permanen apabila didapati
adanya tindakan kecurangan dalam bertransaksi,
pelanggaran terhadap Syarat dan Ketentuan Katalog
Elektronik, dan/atau adanya indikasi pelanggaran atau
telah terjadinya pelanggaran atas ketentuan hukum yang
berlaku.

Pengelola Katalog Elektronik dari waktu ke waktu berhak
menangguhkan, menggantikan, dan/atau menghentikan
layanan pihak ketiga dalam Katalog Elektronik tanpa
pemberitahuan/persetujuan  terlebih  dahulu  dari
Pengguna.

Pengguna menyetujui bahwa Pengelola Katalog
Elektronik berhak melakukan tindakan lain yang
diperlukan dalam pengelolaan transaksi di Katalog
Elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada menolak
pengajuan pembukaan Toko yang baru apabila
ditemukan kesamaan data.

Pengguna dilarang menggunakan dan/atau mengakses
sistem Katalog Elektronik secara langsung atau tidak
langsung, baik keseluruhan atau sebagian dengan virus,
perangkat lunak, atau teknologi lainnya yang dapat
melemahkan, merusak, mengganggu atau menghambat,
membatasi dan/atau mengambil alih fungsionalitas serta
integritas dari sistem perangkat lunak atau perangkat
keras, jaringan, dan/atau data pada Katalog Elektronik.

Pengguna dilarang untuk menciptakan dan/atau
menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, fitur
dan/atau alat lainnya, termasuk namun tidak terbatas
pada, emulator, robot, macro, crawler dan/atau



2.7

2.8

perangkat otomatis yang bertujuan untuk mengakses
atau menggunakan layanan Katalog Elektronik untuk,
seperti namun tidak terbatas pada: (i) manipulasi data
Toko; (ii) membuat banyak akun yang tidak sesuai
dengan ketentuan; (iii) memanipulasi perangkat yang
bertujuan untuk merugikan Katalog Elektronik; (iv)
kegiatan penyalinan konten; (v)
mengumpulkan (harvest) atau mencuri data pengguna;
(vi) melakukan spamming, mengirimkan komunikasi
elektronik dalam jumlah besar, mengirimkan surat
berantai; dan/atau (vii) aktivitas lain yang secara wajar
dapat dinilai sebagai tindakan yang merugikan, termasuk
namun tidak terbatas pada manipulasi layanan dan/atau
sistem, penyebaran informasi yang melawan SARA,
menimbulkan keresahan, dan/atau menyebabkan tindak
kekerasan.

Web Crawler yang diizinkan adalah mesin pencari
(search engine) Google, Bing, dan/atau Baidu, semata-
mata untuk tujuan pengarsipan secara terstruktur
(indexing) dan hanya dapat dilakukan sejauh batas
kebijakan penggunaan yang wajar (fair usage policy)
yang berlaku secara umum di Indonesia. Apabila
Pengguna lain selain mesin pencari (search engine) ingin
menggunakan crawler, maka

penggunaan crawler hanya dapat dilakukan
berdasarkan kesepakatan kerja sama dengan Pengelola
Katalog Elektronik dan sejauh yang diizinkan untuk
tujuan dan/atau kepentingan Pengadaan
Barang/Jasa (E-Purchasing) pemerintah di Indonesia
dengan mengacu pada kebijakan penggunaan yang
wajar (fair usage policy) yang berlaku umum di
Indonesia.

Katalog Elektronik memiliki tautan-tautan ke situs-situs
lain yang dioperasikan oleh pihak ketiga, termasuk tetapi
tidak terbatas pada, situs-situs pihak ketiga yang
mungkin menampilkan merek dagang Katalog Elektronik.
Tautan-tautan ini tersedia untuk kemudahan Pengguna
dan hanya digunakan untuk memberikan akses ke situs-
situs pihak ketiga ini dan tidak untuk tujuan lain.
Pengelola Katalog Elektronik tidak menjamin atau
memberikan pernyataan apa pun tentang isi, kualitas,
fungsi, keakuratan, keselarasan untuk tujuan khusus,
kelayakan barang dagangan, atau pernyataan lain apa
pun tentang situs pihak ketiga mana pun dan kontennya.
Tautan ke situs pihak ketiga di Katalog Elektronik tidak
menandakan sponsor, dukungan (endorsement),
persetujuan, atau tanggung jawab untuk situs pihak
ketiga mana pun. Pengelola Katalog Elektronik tidak
memberikan pernyataan atau jaminan apapun untuk



29

210

2.1

212

Produk atau layanan apa pun yang ditawarkan di situs
pihak ketiga mana pun. Ketentuan penggunaan dan
kebijakan privasi dari situs pihak ketiga dapat berbeda
jauh dari ketentuan penggunaan dan pemberitahuan
hukum yang berlaku untuk penggunaan Pengguna atas
Katalog Elektronik. Silakan meninjau ketentuan
penggunaan dari semua situs pihak ketiga yang relevan
untuk informasi selengkapnya mengenai syarat dan
ketentuan yang berlaku untuk penggunaan Pengguna
atas situs-situs tersebut.

Pengguna memahami bahwa terdapat proses audit atas
keseluruhan proses Pengadaan Barang/Jasa (E-
Purchasing) yang berlangsung di dalam Katalog
Elektronik dan oleh karenanya akan menyetujui seluruh
tindakan yang dilakukan Pengelola Katalog Elektronik
dalam rangka pelaksanaan audit berdasarkan ketentuan
perundang-undangan berlaku. Apabila ditemukan
potensi pelanggaran hukum atas proses Pengadaan
Barang/Jasa (E-Purchasing) oleh auditor (termasuk
namun tidak terbatas pada APIP, BPK, BPKP, dan APH),
maka auditor dapat meneruskan temuan serta tindak
lanjut pelanggaran sesuai ketentuan hukum yang berlaku
di Indonesia.

Pengelola Katalog Elektronik berhak menggunakan data
Pengguna untuk penelusuran indikasi manipulasi,
pelanggaran maupun pemanfaatan fitur Katalog
Elektronik untuk keuntungan Pengguna, maupun indikasi
kecurangan atau pelanggaran Syarat dan Ketentuan ini
dan/atau ketentuan hukum yang berlaku di wilayah
negara Indonesia.

Khusus ketentuan mengenai Pekerjaan Konstruksi diatur
lebih lanjut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
dan/atau ketentuan yang diatur secara teknis oleh
Pengelola Katalog Elektronik.

Pengguna dapat menggunakan metode Mini-Kompetisi
yang tersedia dalam Katalog Elektronik. Ketentuan
mengenai lebih lanjut mengenai metode Mini-Kompetisi
akan diatur lebih lanjut dalam syarat dan ketentuan Mini-
Kompetisi serta seluruh ketentuan hukum yang
mengaturnya. Apabila terdapat pertentangan antara
Syarat dan Ketentuan ini dan syarat dan ketentuan Mini-
kompetisi dalam kaitannya dengan tata cara
pelaksanaan Mini-kompetisi maka ketentuan syarat dan
ketentuan Mini-Kompetisi yang akan berlaku.



3. Ketentuan Akun
dan Autentikasi
Akun Pengguna

4. Fitur Chat dan
Notifikasi

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.2

4.3

4.4

Pengguna wajib tunduk kepada seluruh ketentuan akun
yang ditentukan dalam Katalog Elektronik, termasuk
namun tidak terbatas ketentuan terkait proses login dan
autentikasi yang diatur oleh Pengelola Katalog Elektronik
di sistem terkait lainnya.

Setiap Pengguna Terdaftar wajib menyediakan seluruh
informasi dan/atau data akun secara lengkap
sebagaimana diminta oleh Pengelola Katalog Elektronik
sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melakukan
transaksi di Katalog Elektronik.

Setiap Pengguna Terdaftar wajib menjaga keamanan
data akun dan kata sandi Pengguna bersangkutan.

Pembeli dan Penyedia akan diarahkan untuk melakukan
pengaturan Tanda Tangan Elektronik.

Data pribadi akun Pembeli, Penyedia, dan/atau
Pengguna Terdaftar lainnya akan tersimpan dalam
sistem minimal selama 5 (lima) tahun.

Setiap Pembeli, Penyedia dan/atau Pengguna
lainnya dilarang untuk memberikan informasi sensitif,
termasuk namun tidak terbatas pada informasi terkait
mekanisme autentikasi, password akun, nomor telepon,
kode one time password (OTP), maupun informasi
lainnya yang terdapat dalam Katalog Elektronik baik
melalui fitur Chat Katalog Elektronik, ataupun media
lainnya kepada pihak lain yang tidak berwenang.

Katalog Elektronik akan menyediakan media komunikasi
berupa fitur Chat yang dapat diakses oleh Pembeli dan
Penyedia setelah melakukan proses login ke dalam
Katalog Elektronik.

Pembeli dan Penyedia dapat mengunggah gambar,
mengakses riwayat percakapan, dan/atau melakukan
fungsi pencarian dari riwayat percakapan di Katalog
Elektronik.

Pembeli dan Penyedia dapat menggunakan fitur Chat
untuk melakukan eksplorasi informasi Produk dan untuk
keperluan proses negosiasi antara Pembeli dengan
Penyedia.

Data dalam fitur Chat dapat tersimpan dalam Katalog
Elektronik dan/atau sistem pendukungnya minimal 5
(lima) tahun.



4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

B. Ketentuan Produk

5. Ketentuan Umum 5.1
Produk

Katalog Elektronik menyediakan fitur notifikasi untuk
melakukan pelaporan dan/atau pengaturan notifikasi
bagi Pembeli dan Penjual.

Notifikasi kepada Pengguna akan dilakukan melalui
Katalog Elektronik, Web push, Email, SMS dan/atau
Whatsapp.

Pembeli  dan Penyedia  dapat melihat  daftar
notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru terkait
seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa (E-Purchasing).

Pembeli dan Penyedia memahami dan menyetujui
bahwa setiap percakapan dan/atau riwayat percakapan
yang dilakukan melalui fitur Chat Katalog Elektronik
berada dalam pengawasan dan dapat diakses oleh
Pengelola Katalog Elektronik, auditor (termasuk namun
tidak terbatas pada APIP, BPK, BPKP, dan APH), aparat
penegak hukum dan/atau pejabat yang berwenang
lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku
dengan tujuan termasuk namun tidak terbatas pada
mitigasi risiko atas hal-hal yang bertentangan dengan
ketentuan hukum yang berlaku dan dapat diungkapkan
untuk kebutuhan audit dari auditor (termasuk namun
tidak terbatas pada APIP, BPK, BPKP, dan APH), aparat
penegak hukum dan/atau pejabat yang berwenang
tersebut.

Katalog Elektronik dapat melakukan sensor untuk kata
dan/atau kalimat yang mengandung dan/atau
menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan
suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), konten
yang mengandung pornografi, kekerasan, perjudian,
indikasi penipuan dan/atau pelanggaran atas ketentuan
hukum lainnya yang berlaku.

Katalog Elektronik akan melakukan pemindaian atas
dokumen yang diunggah ke dalam fitur Chat. Apabila
berdasarkan hasil pemindaian Katalog Elektronik
teridentifikasi bahwa dokumen yang diunggah
mengandung virus atau malware, maka dokumen
tersebut akan secara otomatis tidak dapat di unggah
pada fitur Chat.

Ketentuan Katalog Elektronik mengenai kategori produk
mengacu pada dokumen pengumuman yang ditetapkan



6. Ketentuan
Larangan Produk

oleh Direktur Pasar Digital Pengadaan (untuk
selanjutnya disebut “Dokumen Pengumuman”).

5.2 Penyedia yang mengunggah dan/atau menambahkan
Produk wajib untuk mematuhi ketentuan yang diatur
dalam Dokumen Pengumuman dan/atau ketentuan
peraturan yang berlaku.

5.3 Produk yang akan ditayangkan pada Katalog Elektronik
akan melalui proses kurasi berdasarkan Dokumen
Pengumuman.

5.4 Pengelola Platform dapat melakukan peninjauan sesuai
dengan ketentuan hukum vyang berlaku dan/atau
dokumen lainnya yang ditentukan oleh Pengelola
Katalog Elektronik.

5.5 Pengelola Katalog Elektronik dapat melakukan proses
validasi sertifikat atas Tingkat Komponen Dalam Negeri
(TKDN) secara otomatis sebagaimana diatur dalam
Dokumen Pengumuman. Apabila ada ketidaksesuaian
dalam proses validasi sertifikat TKDN Penyedia, maka
Katalog Elektronik akan menghapus sertifikat TKDN
dan/atau informasi lainnya terkait TKDN secara otomatis
dari Produk milik Penyedia.

5.6 Setelah Penyedia memasukkan seluruh atribut dan
kelengkapan informasi yang diperlukan sebagaimana
diatur dalam Dokumen Pengumuman, maka Produk
akan ditayangkan pada Katalog Elektronik.

5.7 Penyedia dapat melakukan pengaturan informasi yang
dapat ditampilkan kepada Pembeli pada halaman
informasi detail Produk.

5.8 Proses pengurutan Produk pada hasil pencarian produk
melalui fitur “Search” akan diprioritaskan berdasarkan
ketentuan hukum terkait prioritas belanja Pembeli yang
berlaku.

Berikut ini adalah daftar konten produk tayang, jenis Barang,
dan Jasa vyang dilarang dan/atau dibatasi untuk
diperdagangkan oleh Penyedia pada Katalog Elektronik:

a. Segala jenis obat-obatan maupun zat-zat lain yang dilarang
ataupun dibatasi peredarannya menurut ketentuan hukum
yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada
ketentuan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang
Psikotropika, dan Undang-Undang Kesehatan

b. Kosmetik dan makanan minuman yang membahayakan
keselamatan penggunanya, ataupun yang tidak mempunyai
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izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan

(BPOM).

Bahan yang diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya

menurut Peraturan Menteri Perdagangan yang berlaku.’

Barang-barang lain yang kepemilikannya ataupun

peredarannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku di

Indonesia.

Barang yang merupakan hasil dan/atau terkait pelanggaran

Hak Cipta atau Merek, termasuk namun tidak terbatas

pada:

1) Penggunaan Merek pihak lain tanpa izin, termasuk
namun tidak terbatas pada pada nama, deskripsi, video,
atau foto produk;

2) Barang palsu / imitasi / bajakan;

3) Penggunaan hak cipta pihak lain tanpa izin pada
Barang yang dijual;

4) Pelanggaran hak cipta pihak lain tanpa izin pada
gambar, video, atau deskripsi produk; dan/atau

5) Pelanggaran hak kekayaan intelektual lainnya pada
Barang yang dijual.

Barang dewasa yang bersifat seksual berupa obat

perangsang, alat bantu seks yang mengandung konten

pornografi, serta obat kuat dan obat-obatan dewasa, baik
yang tidak memiliki izin edar BPOM maupun yang
peredarannya dibatasi oleh ketentuan hukum yang berlaku.

Minuman beralkohol.

Dokumen pemerintahan dan perjalanan.

Bagian/organ manusia.

Mailing list dan informasi pribadi.

Barang-Barang yang melecehkan pihak/ras tertentu atau

dapat merendahkan martabat orang lain.

Senjata api, harus memiliki surat izin

. Rokok
. Barang hasil tindak pencurian dan/atau tindak pidana

lainnya.
Pembuka kunci dan segala aksesori penunjang tindakan
perampokan/pencurian.

. Barang yang dapat dan atau mudah meledak, menyala atau

terbakar sendiri.

Barang cetakan/rekaman yang isinya dapat mengganggu
keamanan dan ketertiban serta stabilitas nasional.

Hewan berbahaya dan/atau hewan yang dilindungi.

Uang tunai termasuk valuta asing kecuali Penjual memiliki
dan dapat mencantumkan izin sebagai Penyelenggara
Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank
berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.18/20/PB1/2016
dan/atau peraturan lainnya yang terkait dengan penukaran
valuta asing.

Perlengkapan dan peralatan judi.
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V.

C. Ketentuan Penyedia

Jimat-jimat, benda-benda yang diklaim berkekuatan gaib
dan memberi ilmu kesaktian.

Barang dengan hak distribusi eksklusif yang hanya dapat
diperdagangkan dengan sistem penjualan langsung oleh
penjual resmi dan/atau Barang dengan sistem penjualan
multi level marketing.

. Dokumen-dokumen resmi seperti sertifikat toefl, ijazah,

surat dokter, kwitansi, dan lain sebagainya

Segala jenis Barang lain yang bertentangan dengan
peraturan pengiriman Barang Indonesia.

Alat kesehatan yang wajib memiliki izin edar dari
Kementerian Kesehatan atau tidak boleh diperdagangkan
secara bebas.

Seluruh jenis Produk yang dilarang untuk diperjualbelikan
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia

7. Ketentuan Umum 7.1 Penyedia wajib menyediakan informasi pada ringkasan

Penyedia

Toko (store card).

7.2 Penyedia memberikan kewenangan kepada Pengelola

Katalog Elektronik untuk memberikan akses atas
informasi Penyedia kepada Pembeli saat bertransaksi di
Katalog Elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada
informasi berupa nama Toko, foto Toko, label Toko
official vendor, kota dan/atau kabupaten lokasi Toko,
gambar Produk, harga Produk, label original Produk
(official store), Produk terlaris dari etalase Penyedia,
Produk diskon, label fixed price, rating Produk, hasil
ulasan kualitas Produk, kemasan Produk, harga Produk
dan pengiriman Produk.

7.3 Penyedia dapat mengajukan label official vendor yang

merupakan sertifikat resmi atas Barang yang
diperjualbelikan di dalam Katalog Elektronik dan
diketahui oleh pihak prinsipal selaku pemberi sertifikat.

7.4 Informasi khusus yang disediakan pada kategori khusus

oleh Penyedia, termasuk namun tidak terbatas terkait
informasi master Produk, Nomor Izin Edar (NIE), harga
zonasi, dan Harga Eceran Tertinggi (HET) (khusus untuk
produk obat-obatan) dan/atau informasi khusus lain yang
diatur oleh ketentuan hukum yang berlaku.

7.5 Penyedia bertanggung jawab atas informasi Produk,

spesifikasi teknis, gambar, lampiran serta informasi lain
sesuai permintaan Katalog Elektronik yang diunggah
pada Dokumen Pengumuman di Katalog Elektronik.



8. Hak Penyedia

9. Kewajiban
Penyedia

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8.2

8.3

8.4

Penyedia dapat memperbarui data kualifikasi dan
dokumen perizinan yang dimiliki maupun Produk yang
tercantum pada Katalog Elektronik (apabila memerlukan
pembaruan).

Penyedia menjamin garansi produk (sepanjang memiliki
garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang
mengakibatkan hilangnya garansi tersebut).

Penyedia melampirkan struktur pembentuk harga pada
setiap Produk yang dijual di Katalog Elektronik (jika
diperlukan).

Penyedia bertanggung jawab atas harga Barang/Jasa
yang tercantum pada Katalog Elektronik dengan
menjamin harga yang tercantum merupakan harga
terbaik bagi pemerintah dan tidak menjual Barang/Jasa
melalui Katalog Elektronik dengan harga yang lebih
mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui
Katalog Elektronik pada periode penjualan, volume
Produk, tempat (kota/kabupaten) yang sama dan
spesifikasi teknis yang sama.

Penyedia bersedia dikenakan sanksi berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku apabila melakukan
pelanggaran dalam proses administrasi, penayangan,
transaksi, pengiriman dan/atau etika dalam proses
Pengadaan Barang/Jasa melalui Katalog Elektronik (E-
Purchasing).

Penyedia berhak untuk menerima pembayaran atas
pembelian Barang dan/atau Jasa.

Penyedia berhak melakukan proses pembaruan
informasi pada halaman Produk di Toko sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Penyedia berhak menuliskan kelengkapan informasi dan
pengaturan terhadap Produk yang akan diperdagangkan
di Toko Penyedia.

Penyedia dapat menolak pesanan dan/atau menolak
negosiasi atas pesanan Barang dan/atau Jasa dengan
wajib menyertakan alasan penolakan yang jelas dan
dapat diterima oleh Pembeli.

Penyedia wajib melengkapi informasi yang diminta oleh
Pengelola Katalog Elektronik, termasuk namun tidak
terbatas terkait data nomor rekening bank Penyedia.



9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

Penyedia wajib memiliki akta pendirian beserta
perubahannya (untuk badan hukum dan/atau badan
usaha), Nomor lzin Berusaha (NIB) yang berasal dari
sistem online single submission (OSS) dan/atau izin
lainnya yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum
yang berlaku di Indonesia.

Penyedia wajib menanggung biaya Meterai Elektronik
apabila nominal transaksi di atas Rp 5.000.000,00 (lima
juta Rupiah), biaya Tanda Tangan Elektronik, biaya
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (apabila ada),
biaya yang dikenakan atas metode dan/atau proses
pembayaran (apabila ada) dan biaya lainnya (apabila
ada).

Penyedia akan dikenakan kewajiban perpajakan atas
Barang dan/atau Jasa yang diperdagangkan di Katalog
Elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Penyedia menyediakan faktur pajak dan/atau dokumen
lain yang setara dengan faktur pajak berdasarkan
ketentuan yang diatur oleh Pengelola Katalog Elektronik
dan/atau berdasarkan hukum yang berlaku.

Penyedia wajib mengisi satu alamat usaha.

Penyedia wajib memastikan bahwa seluruh materi,
konten dan/atau substansi yang diisi dan diunggah pada
Katalog Elektronik bukan termasuk konten yang dilarang
dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku di Indonesia.

Penyedia bertanggung jawab atas segala tuntutan atau
klaim yang disebabkan penggunaan Kekayaan
Intelektual (KI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak
paten, dan bentuk Kl lainnya oleh Penyedia.

Penyedia wajib bertanggung jawab atas informasi
Produk, spesifikasi teknis, harga, gambar dan/atau
lampiran yang diunggah pada Katalog Elektronik.

Penyedia wajib memberikan keterangan-keterangan
yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa (E-Purchasing) yang dilakukan
oleh Pengelola Katalog Elektronik, auditor (termasuk
namun tidak terbatas pada APIP, BPK, BPKP, dan APH),
aparat penegak hukum dan/atau pejabat yang
berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku.



9.11 Penyedia wajib menyampaikan laporan dan/atau data
yang diperlukan oleh Pengelola Katalog Elektronik dalam
rangka monitoring dan evaluasi penyediaan dari
pelaksanaan Syarat dan Ketentuan ini.

9.12 Apabila diperlukan Penyedia wajib melaporkan
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (E-Purchasing)
secara periodik berdasarkan Surat Pesanan.

9.13 Penyedia wajib mengirimkan pesanan sesuai
kesepakatan dan spesifikasi dalam Surat Pesanan
dengan tepat waktu dan bertanggungjawab atas
keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan.

9.14 Penyedia menjamin ketersediaan Barang dan/atau Jasa
yang sesuai dengan spesifikasi dalam Surat Pesanan.

9.15 Penyedia wajib mengganti setiap Barang dan/atau Jasa
yang rusak, cacat produksi, cacat mutu, dan/atau tidak
sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam Surat
Pesanan.

9.16 Penyedia wajib memberikan layanan tambahan yang
diperjanjikan seperti instalasi, testing, asuransi dan
pelatihan (apabila ada).

9.17 Penyedia wajib memberikan layanan purnajual sesuai
dengan ketentuan garansi masing-masing Produk dan
wajib memberikan jaminan terkait garansi yang dituliskan
dalam detail informasi produk yang ditayangkan di laman
Toko.

9.18 Penyedia wajib memperbarui data kualifikasi dan
dokumen perizinan yang dimiliki Penyedia maupun
Produk yang tercantum pada Katalog Elektronik (apabila
memerlukan pembaruan).

9.19 Penyedia wajib menjamin pemenuhan seluruh kriteria
kualifikasi yang dipersyaratkan pada saat pendaftaran
sepanjang menjadi Penyedia di Katalog Elektronik.

9.20 Penyedia bertanggung jawab atas laporan dan/atau
pengaduan mengenai konten yang diunggah.

9.21 Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan pesanan
Pembeli di Katalog Elektronik dan telah memastikan
kesesuaian informasi Barang dan/atau Jasa Produk yang
diunggah pada Katalog Elektronik sesuai dengan yang
dikirimkan ke Pembeli.



9.22 Penyedia wajib bertransaksi melalui prosedur transaksi
yang telah ditetapkan oleh Katalog Elektronik dan/atau
LKPP.

9.23 Penyedia wajib untuk melakukan pembayaran
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sesuai
ketentuan yang berlaku;

9.24 Penyedia wajib mengembalikan kelebihan pembayaran
dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak
menerima pemberitahuan dari Pengelola Katalog
Elektronik;

9.25 Semua dokumen yang diunggah oleh Penyedia dalam
rangka Pengadaan Barang/Jasa diwajibkan
menggunakan bahasa Indonesia. Jika dokumen yang
diunggah oleh Penyedia menggunakan bahasa asing,
maka Penyedia diwajibkan untuk menyertakan
terjemahan dalam bahasa Indonesia.

9.26 Penyedia wajib menjamin Barang/Jasa yang tersedia di
Katalog Elektronik telah memenuhi kualitas dan
persyaratan/standar/pedoman keamanan dan/atau
pendistribusian yang ditetapkan oleh instansi yang
berwenang serta memenuhi semua aspek perizinan
berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

9.27 Penyedia wajib memenuhi semua dokumen tambahan
yang perlu disediakan berdasarkan ketentuan Pengelola
Katalog Elektronik dan/atau ketentuan hukum yang
berlaku.

9.28 Penyedia wajib menghindari pertentangan kepentingan
(conflict of interest) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku terkait Pengadaan Barang/Jasa (E-Purchasing).

9.29 Penyedia wajib bertanggung jawab penuh terhadap
pekerja dan/atau Kurir Penyedia (apabila ada) dan/atau
pihak ketiga lainnya yang bekerja untuk Penyedia dalam
memenuhi kewajiban dalam Surat Pesanan.

9.30 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu
persetujuan tertulis dari Pembeli sebelum melakukan
tindakan-tindakan yang dianggap memberikan dampak
pada Pembeli dan/atau berdampak terhadap
pemenuhan kewajiban Penyedia dalam Pengadaan
Barang/Jasa (E-Purchasing) sesuai dengan Surat
Pesanan.



9.31 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada
Pembeli tentang pedoman pengoperasian dan
perawatan sebelum serah terima Barang (apabila ada).

9.32 Penyedia berkewajiban mengambil langkah-langkah
yang memadai untuk melindungi lingkungan sesuai
ketentuan hukum yang berlaku.

9.33 Penyedia wajib memberikan respon atas pesanan di
Katalog Elektronik kepada Pembeli paling lambat 3 (tiga)
hari kalender (kecuali hari Sabtu dan Minggu).

9.34 Penyedia wajib menurunkan Produk dari Katalog

Elektronik dalam hal:

a. izin usaha Penyedia dicabut oleh institusi pemerintah
yang berwenang;

b. Produk yang ditayangkan tidak lagi dapat diedarkan
berdasarkan rekomendasi/pemberitahuan/keputusan
instansi pemerintah yang berwenang; dan/atau

c. Penyedia dikenakan sanksi oleh instansi pemerintah
yang berwenang yang mengakibatkan Penyedia
tersebut tidak dapat mengikuti Pengadaan
Barang/Jasa (E-Purchasing) di seluruh
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam
jangka waktu tertentu atau Produk yang tercantum
pada Katalog Elektronik tidak boleh diperjualbelikan.

d. Berdasarkan pertimbangan dan/atau keputusan dari
Pengelola Katalog Elektronik.

9.35 Penyedia berkewajiban untuk melindungi,
membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pembeli
beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan,
tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan
terhadap Pembeli beserta instansinya kecuali kerugian
yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan
atau kelalaian berat Pembeli. Dalam hal kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan oleh Jasa
Pengiriman Pihak Ketiga Terintegrasi maka akan
dikenakan ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut
pada bagian Ketentuan Pengiriman dalam Syarat dan
Ketentuan ini dan/atau dalam Surat Pesanan.

9.36 Penyedia dilarang membuat dan/atau menyampaikan
dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar
untuk memenuhi persyaratan tayang pada Katalog
Elektronik dan/atau dalam penyusunan dan pelaksanaan
Surat Pesanan dan/atau bertentangan dengan ketentuan
hukum lainnya di Indonesia. Apabila dikemudian hari



D. Ketentuan Pembeli

10. Ketentuan Umum
Pembeli

11. Hak Pembeli

ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak
benar dan/atau ada pemalsuan maka Penyedia bersedia
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

10.1 Pembeli  bertanggung jawab untuk membaca,
memahami, dan  menyetujui  informasi/deskripsi
keseluruhan Barang (termasuk didalamnya namun tidak
terbatas pada warna, kualitas, fungsi, dan lainnya)
sebelum membuat tawaran atau komitmen untuk
membeli.

10.2 Pembeli memahami bahwa Pengelola Katalog Elektronik
tidak mengalihkan kepemilikan secara hukum atas
Barang dan/atau Jasa dari Penyedia kepada Pembeli.

10.3 Pembeli dapat melihat, memilih Produk dan/atau dapat
melakukan pencarian Produk dengan menggunakan
seluruh fitur search yang ada di Katalog Elektronik
dan/atau sebagaimana yang diatur dalam panduan
pengguna Katalog Elektronik.

10.4 Pembeli mengakui bahwa warna sebenarnya dari Produk
sebagaimana terlihat di Katalog Elektronik tergantung
pada monitor komputer dan/atau layar handphone
Pembeli. Pengelola Katalog Elektronik telah melakukan
upaya terbaik untuk memastikan warna dalam foto-foto
yang ditampilkan pada Katalog Elektronik muncul
seakurat mungkin, tetapi tidak dapat menjamin bahwa
penampilan warna pada Katalog Elektronik akan akurat.

11.1 Pembeli berhak untuk menerima Produk dari Penyedia
sesuai dengan Surat Pesanan dan spesifikasi yang
tercantum di dalam Surat Pesanan.

11.2 Pembeli berhak untuk melakukan pengawasan dan
pemeriksaan atas pelaksanaan kesepakatan
berdasarkan Surat Pesanan.

11.3 Pembeli berhak wuntuk melakukan tindakan yang
diperlukan atas hasil pengawasan dan pemeriksaan
pelaksanaan proses Pengadaan Barang/Jasa (E-
Purchasing) berdasarkan Surat Pesanan.

11.4 Pembeli berhak untuk mendapatkan jaminan keamanan,
kualitas, dan kuantitas Produk yang dipesan dalam
Katalog Elektronik.



12. Kewajiban
Pembeli

11.5 Pembeli berhak untuk mendapatkan penggantian atas

Produk, dalam hal:

a. Produk rusak akibat cacat produksi dan/atau cacat
mutu.

b. Produk rusak pada saat pengiriman Barang hingga
Produk diterima oleh Pembeli.

c. Spesifikasi Produk yang diterima tidak sesuai
sebagaimana tercantum pada Surat Pesanan.

11.6 Pembeli berhak mendapatkan informasi Produk yang
ditayangkan dari Penyedia sebelum membuat pesanan.

11.7 Pembeli berhak untuk mendapatkan layanan tambahan
yang telah disepakati seperti instalasi, testing, asuransi
dan pelatihan berdasarkan kesepakatan dengan
Penyedia (apabila ada).

11.8 Pembeli berhak untuk mendapatkan layanan purnajual
sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing Produk
(apabila ada).

11.9 Pembeli berhak untuk memberikan penilaian kinerja
Penyedia berdasarkan ketentuan hukum yang
berlaku, apabila fitur penilaian kinerja Penyedia sudah
tersedia dalam Katalog Elektronik.

11.10 Pembeli berhak untuk mengenakan sanksi pada
Penyedia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

11.11 Semua dokumen-dokumen yang dipersiapkan oleh
Penyedia berdasarkan Surat Pesanan sepenuhnya
merupakan menjadi hak milik Pembeli, kecuali
diperjanjikan lain dalam Surat Pesanan.

11.12 Pembeli dapat melakukan pembatalan pesanan atau
menangguhkan pembayaran jika Penyedia gagal atau
lalai memenuhi kewajibannya.

12.1 Pembeli wajib memeriksa kualitas dan/atau kuantitas
Produk sesuai dengan Surat Pesanan.

12.2 Pembeli wajib memastikan bahwa layanan tambahan
telah dilaksanakan oleh Penyedia seperti instalasi,
testing, asuransi dan/atau pelatihan (apabila ada) sesuai
dengan kesepakatan bersama antara Pembeli dan
Penyedia.

12.3 Pembeli wajib menanggung biaya atas Produk, biaya
pengiriman, biaya asuransi pengiriman (apabila ada),
dan biaya lainnya (apabila ada).
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12.5

12.6

12.7

12.8

Pembeli wajib membayarkan pajak sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Pembeli wajib melakukan pembayaran sesuai dengan
harga yang tercantum di dalam Surat Pesanan dan/atau
adendumnya.

Pembeli dilarang membuat dan/atau menyampaikan
dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar
dan/atau bertentangan dengan hukum yang berlaku di
Indonesia dalam penyusunan dan pelaksanaan Surat
Pesanan.

Semua dokumen yang diunggah oleh Pembeli dalam
rangka Pengadaan Barang/Jasa (E-
Purchasing) diwajibkan untuk menggunakan Bahasa
Indonesia. Jika dokumen yang diunggah oleh Pembeli
menggunakan bahasa asing, maka Pembeli diwajibkan
untuk menyertakan terjemahan dalam bahasa Indonesia.

Pembeli wajib memprioritaskan pembelian produk dalam
negeri sesuai ketentuan hukum dan/atau aturan yang
berlaku.

E. Ketentuan Surat Pesanan

13. Jaminan

13.1

Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat
Pembuat Komitmen sebelum penandatanganan Surat
Pesanan dengan ketentuan:

a. diterbitkan  oleh Bank Umum, Perusahaan
Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan
khusus yang menjalankan wusaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk
mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lembaga pembiayaan ekspor Indonesia yang
mempunyai program asuransi kerugian (suretyship)
sebagaimana ditetapkan oleh lembaga yang
berwenang;

b. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal
penandatanganan Surat Pesanan sampai serah
terima Barang;

c. nama Penyedia sama dengan nama yang tercantum
dalam surat Jaminan Pelaksanaan;

d. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari
nilai jaminan yang ditetapkan;

e. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan
dalam angka dan huruf dengan ketentuan:
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13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

14 .1

1) nilai  Jaminan  Pelaksanaan untuk nilai
kesepakatan negosiasi antara 80% (delapan
puluh persen) sampai dengan 100% (seratus
persen) dari nilai HPS adalah sebesar 5% (lima
persen) dari nilai Surat Pesanan; atau

2) nilai  Jaminan  Pelaksanaan untuk nilai
kesepakatan negosiasi dibawah 80% (delapan
puluh persen) dari nilai HPS adalah sebesar 5%
(lima persen) dari nilai HPS.

f. nama Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima
Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama Pejabat
Pembuat Komitmen sebagaimana tercantum di dalam
Surat Pesanan,;

g. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket
pekerjaan yang tercantum dalam Surat Pesanan,;

h. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa
syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam
waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja,
setelah surat pernyataan wanprestasi dari Pejabat
Penandatangan Kontrak diterima oleh pihak penjamin;

i. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan ditulis
atas nama Kemitraan (apabila ada); dan

j. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak

penjamin.

Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan, sekurang-
kurangnya sejak tanggal penandatanganan Surat
Pesanan sampai dengan serah terima barang.

Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
dinyatakan selesai sesuai dengan ketentuan yang
tertuang dalam Kontrak dan setelah menyerahkan
sertifikat garansi.

Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat Pembuat
Komitmen apabila Penyedia menerima uang muka dan
diserahkan sebelum pengambilan uang muka.

Nilai Jaminan Uang Muka sama dengan besarnya uang
muka yang diterima oleh Penyedia.

Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang
diterima.

Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya
sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai
dengan tanggal serah terima barang.

Pembeli dan Penyedia akan menggunakan Surat
Pesanan sesuai dengan format yang telah dihasilkan
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14.3

14.4

14.5

14.6

secara otomatis oleh sistem (automatically generated by
system) dalam Katalog Elektronik dan apabila
dibutuhkan Pembeli dan/atau PPK dapat menambahkan
ketentuan tambahan pada Surat Pesanan.

Surat Pesanan dapat dilakukan adendum oleh Pembeli

dan/atau Penyedia secara mandiri berdasarkan fitur

dalam Katalog Elektronik dan/atau melalui Layanan

Pusat Bantuan, apabila terjadi perbedaan pada kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan yang dibutuhkan dalam

Surat Pesanan, dalam kaitannya dengan :

a. penambahan dan/atau pengurangan volume/kuantitas
yang tercantum dalam Surat Pesanan;

b. penambahan dan/atau pengurangan harga
pengiriman Kurir Penyedia;

c. pergantian ketentuan tambahan pada Surat Pesanan,;

d. pergantian persentase (%) PPN dan PPnBM dari
produk dan layanan tambahan,;

e. pergantian waktu permintaan tiba;

f. penambahan dan/atau penghapusan layanan
tambahan;

g. pergantian penanggung jawab penandatangan dalam
Surat Pesanan; dan/atau

h. ketentuan hukum terkait Katalog Elektronik lainnya.

Apabila terdapat permasalahan selama proses
pembuatan Surat Pesanan maka Pembeli dan Penyedia
akan berkomunikasi secara mandiri melalui fitur Chat.
Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka Pembeli dan
Penyedia dapat meminta bantuan ke Layanan Pusat
Bantuan Katalog Elektronik.

PPK dapat mengajukan pembatalan atas pesanan
kepada Penyedia melalui Katalog Elektronik. Ketentuan
lebih lanjut terkait pembatalan pesanan akan merujuk
pada aturan terkait lainnya yang ditentukan oleh
Pengelola Katalog Elektronik dan/atau berdasarkan
ketentuan hukum yang berlaku.

Rancangan Surat Pesanan yang telah dibubuhi Tanda
Tangan Elektronik dan Meterai Elektronik (apabila
nominal transaksi di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta
Rupiah) menjadi Surat Pesanan final yang menjadi
kontrak antara Pembeli dan Penyedia terkait Pengadaan
Barang/Jasa di Katalog Elektronik (E-Purchasing).

Pembeli dan Penyedia menyatakan dan menjamin
bahwa individu yang menandatangani Surat Pesanan
merupakan pihak yang berwenang.



14.7 Pembeli dan Penyedia menyatakan dan menjamin
bahwa rancangan Surat Pesanan sudah diperiksa dan
dibaca sebelum para pihak membubuhkan tanda tangan
dalam Surat Pesanan.

14.8 Pembeli dilarang melakukan pemotongan atas jumlah
kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam
Surat Pesanan kecuali diubah berdasarkan kesepakatan
tertulis antara Pembeli dan Penyedia dalam adendum
Surat Pesanan.

14.9 Harga dalam Surat Pesanan telah mencakup nilai harga
Produk, pajak atas Produk yang dipesan, biaya
pengiriman, biaya layanan tambahan (apabila ada), dan
biaya lainnya (apabila ada).

14.10 PPK dapat melakukan pengakhiran Surat Pesanan
berdasarkan alasan sebagai berikut, termasuk namun
tidak terbatas pada:

a. Penyedia tidak dapat memenuhi kewajibannya
sesuai dengan ketentuan dalam Syarat dan
Ketentuan Katalog Elektronik, kesepakatan dalam
transaksi melalui Katalog Elektronik dan/atau
ketentuan dalam Surat Pesanan tanpa disertai
alasan yang dapat diterima;

b. Penyedia terbukti melakukan korupsi, kolusi dan
nepotisme (“KKN”), kecurangan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan Barang/Jasa (E-
Purchasing) yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang;

c. Penyedia membuat dan/atau menyampaikan secara
tidak benar, dokumen dan/atau keterangan lain yang
disyaratkan oleh Katalog Elektronik;

d. Penyedia terbukti berdasarkan hasil pemeriksaan
oleh auditor (termasuk namun tidak terbatas pada
APIP, BPK, BPKP, dan APH) dan/atau aparat
instansi yang berwenang lainnya, telah melakukan
tindakan dan/atau perbuatan yang menimbulkan
kerugian negara;

e. Mencantumkan kode KBLI yang tidak sesuai dengan
izin usaha atas Produk yang dijual dalam Katalog
Elektronik;

f. Mencantumkan kode KBKI yang tidak sesuai dengan
Produk yang dijual dalam Katalog Elektronik;

g. Penyedia berada dalam keadaan pailit; dan/atau

h. Penyedia melakukan perbuatan lainnya yang
melanggar ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia.



14.11 Penyedia dapat mengajukan permintaan kepada
Pembeli, untuk melakukan pengajuan pengakhiran
Surat Pesanan apabila terjadi Keadaan Kahar sehingga
Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai
ketentuan Surat Pesanan atau adendum Surat
Pesanan dan/atau apabila Pembeli tidak memenubhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Surat
Pesanan dan/atau adendum Surat Pesanan.

14.12 Ketentuan lebih lanjut terkait pengakhiran Surat
Pesanan akan mengikuti ketentuan lainnya yang
ditentukan oleh Katalog Elektronik dan/atau ketentuan
hukum yang berlaku di Indonesia.

14.13 Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam
Syarat dan Ketentuan ini dengan ketentuan tambahan
lainnya yang tertulis dalam Surat Pesanan, maka
ketentuan tambahan dalam Surat Pesanan tersebut
yang akan berlaku.

14.14 Sehubungan dengan Pengakhiran Surat Pesanan, para
pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan
ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk
Wetboek).

14.15 Semua pemberitahuan, permohonan, persetujuan
dan/atau korespondensi lainnya berdasarkan Surat
Pesanan harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa
Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan kepada
para pihak atau wakil sah para pihak jika telah
disampaikan secara langsung, disampaikan melalui
surat tercatat, e-mail, dan/atau faksimili sebagaimana
tercantum dalam Surat Pesanan dan/atau yang
tercantum dalam Katalog Elektronik.

14.16 Pembeli dan Penyedia bertindak berdasarkan asas
saling percaya dan itikad baik yang disesuaikan dengan
hak-hak yang terdapat dalam Syarat dan Ketentuan
dan dalam Surat Pesanan.

14.17 Pembeli dan Penyedia memahami dan menjamin
bahwa seluruh informasi dan/atau data yang terkait
dengan Surat Pesanan dan/atau transaksi Barang
dan/atau Jasa di Katalog Elektronik harus dijaga
kerahasiaannya dan tidak akan diberitahukan dan/atau
diberikan baik sebagian ataupun seluruhnya kepada
pihak ketiga manapun juga atau menggunakan
informasi dan data tersebut untuk kepentingan para
pihak yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan



15. Jangka  Waktu
Pelaksanaan

15.1

15.2

transaksi Pengadaan Barang/Jasa (E-Purchasing),

kecuali:

a. Atas persetujuan tertulis dari pihak lainnya;

b. Informasi dan/atau data yang diungkapkan oleh
suatu pihak kepada pegawainya, banknya,

c. konsultan finansialnya, konsultan hukumnya, atau
konsultan lainnya sehubungan dengan pelaksanaan
kewajiban sesuai dengan Surat Pesanan,;

d. Informasi dan/atau data tersebut sudah menjadi
informasi milik umum, bukan karena kesalahan pihak
yang menerima informasi; dan

e. Diwajibkan pengungkapannya untuk keperluan audit
instansi  pemerintah, berdasarkan ketetapan
pengadilan atau berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Surat Pesanan ini berlaku sejak  tanggal
penandatanganan.

Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah jangka waktu
yang ditentukan dalam SSKK.

F. Ketentuan Pesanan dan/atau Pembelian

16. Pesanan
dan/atau
Pembelian

16.1

16.2

16.3

16.4

Pembeli melakukan proses Pengadaan Barang/Jasa
(E-Purchasing) menggunakan APBN/APBD/anggaran
lain (apabila ada) sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

Proses negosiasi dalam Katalog Elektronik wajib
dilakukan oleh Pembeli dan Penyedia kecuali diatur lain
oleh Katalog Elektronik dan/atau ketentuan hukum
yang berlaku. Proses negosiasi dilakukan pada fitur
negosiasi di Katalog Elektronik untuk negosiasi dengan
menampilkan informasi Produk dan harga Produk.

Pembeli yang dapat melakukan proses negosiasi terdiri
atas: (a) PPK, merupakan pelaku negosiasi yang dapat
melakukan negosiasi untuk transaksi dengan nominal
paling sedikit di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta
Rupiah); (b) PP, merupakan pelaku negosiasi yang
hanya dapat melakukan negosiasi untuk transaksi
dengan nominal paling banyak Rp 200.000.0000,- (dua
ratus juta Rupiah).

Pengadaan Barang/Jasa (E-Purchasing) yang
dilakukan oleh PP dengan nominal paling banyak Rp
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16.5

16.6

16.7

16.8

16.9
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200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah) dapat diteruskan
kepada PPK untuk ditinjau dan disetujui oleh PPK.

Pihak Pembeli dan Penyedia dapat menerima dan/atau
menolak hal-hal yang diajukan dari salah satu pihak
pada proses negosiasi.

Negosiasi dilakukan dengan mempertimbangkan harga
DPP Produk, harga DPP layanan tambahan (apabila
ada), dan harga DPP biaya pengiriman apabila
menggunakan jasa pengiriman yang disediakan oleh
Penyedia.

Pada proses sejak negosiasi hingga Surat Pesanan
ditandatangani secara elektronik oleh Penyedia,
maksimum respon oleh masing-masing pihak adalah 3
(tiga) hari kalender (kecuali hari Sabtu dan Minggu).
Apabila Pembeli dan/atau Penyedia tidak merespon
negosiasi atas pesanan dalam jangka waktu 3 (tiga)
hari kalender (kecuali hari Sabtu dan Minggu) maka
proses pesanan akan batal secara otomatis).

Katalog Elektronik akan memberikan notifikasi real-
time proses pesanan kepada Pembeli, termasuk
informasi apabila terjadi keterlambatan pada tahapan
proses Pengadaan Barang/Jasa (E-Purchasing)
dan/atau apabila ada pengajuan perubahan
melalui email, sms, whatsapp dan/atau fitur lainnya
yang tersedia dalam Katalog Elektronik.

Kebenaran dan keabsahan transaksi berdasarkan
Surat Pesanan dalam proses E-Purchasing yang
dilakukan melalui Katalog Elektronik merupakan
tanggung jawab para pihak yang melakukan transaksi
tersebut.

Katalog Elektronik menyediakan pilihan bagi Penyedia
dalam memilih jasa pengiriman yang digunakan dalam
proses pengiriman, yakni (a) pengiriman barang melalui
jasa pengiriman pihak ketiga terintegrasi yang
bekerjasama dengan aggregator yang memiliki
perjanjian kerjasama dengan Pengelola Katalog
Elektronik  (“Jasa  Pengiriman  Pihak  Ketiga
Terintegrasi”); dan (b) layanan jasa pengiriman yang
disiapkan oleh Penyedia (“Kurir Penyedia”).Dalam hal
pengiriman menggunakan Jasa Pengiriman Pihak
Ketiga Terintegrasi, Penyedia dapat memilih layanan
yang tersedia di daerah domisili, menentukan pilihan
layanan pengiriman, dan/atau Penyedia dapat
mengaktifkan fungsi Jasa Pengiriman Pihak Ketiga
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Terintegrasi dan melihat ketersediaan kurir pihak
tersebut.

Dengan menggunakan Jasa Pengiriman Pihak Ketiga
Terintegrasi, maka harga pengiriman Barang dan/atau
Jasa sudah tidak dapat dinegosiasikan oleh Pembeli
dan/atau Penyedia.

Dalam kaitannya dengan Kurir Penyedia, Penyedia
wajib memberikan harga jasa pengiriman yang
didasarkan pada referensi harga standar jasa
pengiriman yang wajar kepada Pembeli.

Penyedia diutamakan mengaktifkan Jasa Pengiriman
Pihak Ketiga Terintegrasi yang terdaftar pada Katalog
Elektronik.

Pembeli dan Penyedia dapat menggunakan jasa
pengiriman melalui Kurir Penyedia berdasarkan
kesepakatan bersama, apabila Barang yang dipesan
memerlukan perlakuan khusus tertentu pada proses
pengiriman.

Penyedia wajib melampirkan alamat awal atau asal
pengiriman pada seluruh metode pengiriman yang
tersedia di Katalog Elektronik.

Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri
untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga
Barang terhindar dan terlindungi dari risiko kerusakan
atau kehilangan.

Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan,
dan penyertaan dokumen yang berisi identitas Barang
pada paket Barang.

Penyedia wajib memastikan layanan jasa pengiriman
melalui Kurir Penyedia akan memberikan informasi
area jangkauan yang dapat dilayani untuk pengiriman
pesanan berdasarkan transaksi di Katalog Elektronik.

Jasa Pengiriman Pihak Ketiga Terintegrasi memiliki
kewajiban yaitu (a) mendaftar sebagai penyelenggara
sistem elektronik domestik dan menyimpan data di
wilayah Indonesia; (b) memberikan tanda bukti
pengiriman kepada Pembeli; (c) melakukan kewajiban
terkait perpajakan di Indonesia; dan (d) memberikan
informasi area jangkauan yang dapat dilayani untuk
pengiriman pesanan berdasarkan transaksi di Katalog
Elektronik.
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Mitra Kurir Penyedia memiliki kewajiban yaitu (a)
memberikan tanda bukti pengiriman kepada Pembeli;
(b) melakukan kewajiban terkait perpajakan di
Indonesia; dan (c) memberikan informasi area
jangkauan yang dapat dilayani untuk pengiriman
pesanan berdasarkan transaksi di Katalog Elektronik.

Penyedia wajib memastikan bahwa Kurir Penyedia
akan mematuhi standar keamanan, keselamatan pihak
pengirim, dan Barang yang akan dikirimkan sampai
dengan di tujuan.

Pembeli wajib memeriksa dan mengkonfirmasi
pesanan Barang dan/atau Jasa yang diterima segera
setelah diterima oleh Pembeli.

Pembeli dan Penyedia wajib menandatangani dokumen
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (“BAST”) secara
digital pada Katalog Elektronik setelah proses
pengecekan Barang yang telah diterima diselesaikan.

Segala permasalahan yang terjadi dan/atau timbul
terkait pengajuan amandemen BAST yang telah
ditandatangani oleh Para Pihak dapat disampaikan
melalui Layanan Pusat Bantuan Katalog Elektronik.

Apabila Barang yang dikirimkan oleh Kurir Penyedia
sebagaimana disepakati pada Surat Pesanan,
mengalami  kerusakan, dan/atau hilang saat
pengiriman, maka Penyedia akan dikenakan sanksi
dan/atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Surat
Pesanan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku dan
semua risiko terhadap kerusakan atau kehilangan tetap
berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada
Pembeli.

Apabila Produk yang dikirimkan oleh Jasa Pengiriman
Pihak Ketiga Terintegrasi sebagaimana disepakati
pada Surat Pesanan, mengalami kerusakan, dan/atau
hilang saat pengiriman, maka ketentuan ganti rugi akan
mengikuti dan merujuk pada ketentuan dari Jasa
Pengiriman Pihak Ketiga Terintegrasi terkait.

Apabila terdapat permasalahan selama proses
pengiriman dan/atau terkait pengiriman maka Pembeli
dan Penyedia akan berkomunikasi secara mandiri
melalui fitur Chat. Apabila diperlukan Pembeli dan
Penyedia dapat meminta bantuan dari Layanan Pusat
Bantuan Katalog Elektronik.
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17.20

17.21

17.22

17.23

17.24

Penyedia sebagaimana disepakati pada Surat Pesanan
di Katalog Elektronik terlambat menyelesaikan
pengiriman pesanan sesuai dengan waktu yang
ditetapkan dalam Surat Pesanan, Penyedia dapat
dikenakan denda keterlambatan  sebagaimana
disepakati dalam Surat Pesanan atau sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan terkait Barang yang tidak dapat dikirim dan
klaim asuransi pengiriman Produk melalui Jasa
Pengiriman Pihak Ketiga Terintegrasi (apabila ada)
akan mengikuti ketentuan dari Jasa Pengiriman Pihak
Ketiga Terintegrasi terkait (Link: Link). Untuk informasi
lebih lanjut terkait barang yang tidak dapat dikirim dan
asuransi pengiriman dapat menghubungi Layanan
Pusat Bantuan Katalog Elektronik.

Dalam kaitannya dengan jasa pengiriman melalui Jasa
Pengiriman Pihak Ketiga Terintegrasi yang difasilitasi
oleh Pengelola Katalog Elektronik, ketika Penyedia
telah menyetujui Syarat dan Ketentuan ini dan telah
memilih untuk mencentang layanan Jasa Pengiriman
Pihak Ketiga Terintegrasi yang disediakan dalam
Katalog Elektronik, maka Penyedia dianggap telah
membaca dan setuju untuk bekerjasama dengan Jasa
Pengiriman Pihak Ketiga Terintegrasi yang Pengelola
Katalog Elektronik sediakan.

Dalam hal terdapat perbedaan antara dimensi dan/atau
berat atas Produk yang dituliskan Penyedia dalam
deskripsi Produk dengan kondisi yang sebenarnya
sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan bayar
atas harga ongkos pengiriman, maka Penyedia dapat
dikenakan pertanggungjawaban untuk hal tersebut.

Pengelola Katalog Elektronik dapat memfasilitasi
proses pengiriman invoice yang telah dibuat oleh Jasa
Pengiriman Pihak Ketiga Terintegrasi.

Penyedia bersedia membayar biaya pengiriman Jasa
Pengiriman Pihak Ketiga Terintegrasi apabila tidak
memungkinkan dilakukan pembayaran oleh Pembeli.
Dalam hal Penyedia tidak melakukan pembayaran yang
ditagihkan, maka Penyedia bersedia untuk dikenakan
sanksi sesuai yang ditentukan Pengelola Katalog
Elektronik.
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Apabila menggunakan Kurir Penyedia maka tagihan
atas biaya pengiriman tersebut akan dibayar sesuai
dengan bukti tagihan biaya pengiriman (at cost).

Pembeli dan Penyedia memahami dan menyetujui
bahwa Pengelola Katalog Elektronik akan dibebaskan
dari segala tanggung jawab atas seluruh risiko yang
ditimbulkan dari dan/atau terkait dengan jasa
pengiriman yang difasilitasi oleh Pengelola Katalog
Elektronik dalam Katalog Elektronik.

Pembeli menerima Produk dan  melakukan
pemeriksaan Produk berdasarkan ketentuan di dalam
Surat Pesanan dan/atau berdasarkan ketentuan yang
berlaku.

Dalam hal pada saat pemeriksaan Produk,

Pembeli menemukan bahwa:

a. Produk rusak akibat cacat produksi dan/atau cacat
mutu.

b. Produk rusak pada saat pengiriman Produk diterima
oleh Pembeli.

c. Barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi
barang Barang sebagaimana tercantum pada Surat
Pesanan.

Maka Pembeli dapat menolak penerimaan Produk dan

meminta pergantian Produk sesuai

dengan jangka waktu yang disepakati dalam

Surat Pesanan.

Pembeli dapat meminta tim teknis untuk melakukan
pemeriksaan dan/atau uji mutu terhadap Produk yang
diterima.

Pembeli dapat memerintahkan Penyedia untuk
menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta
melakukan pengujian terhadap Produk yang dianggap
Pembeli mengandung cacat mutu atau kerusakan.

Jika Penyedia tidak mengganti Produk akibat cacat
mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka
Pembeli akan menghitung biaya perbaikan yang
diperlukan dan Pembeli secara langsung atau melalui
pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pembeli akan
melakukan perbaikan tersebut. Biaya perbaikan
dan/atau penggantian tersebut ditanggung seluruhnya
oleh Penyedia.

Apabila terdapat permasalahan terkait produk yang
diterima oleh Pembeli maka Pembeli dapat
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berkomunikasi secara mandiri dengan Penyedia
melalui fitur Chat atau dapat meminta bantuan dari
Layanan Pusat Bantuan Katalog Elektronik.

Metode pembayaran yang dapat digunakan oleh
Pembeli akan disesuaikan dengan ketentuan hukum
yang berlaku untuk Pengadaan Barang/Jasa (E-
Purchasing) pemerintah di Indonesia dan/atau
sebagaimana diatur secara teknis dalam Katalog
Elektronik oleh Pengelola Katalog Elektronik. Pengelola
Katalog Elektronik berhak untuk menangguhkan
dan/atau menonaktifkan suatu layanan metode
pembayaran di Katalog Elektronik apabila terjadi
kendala teknis dan/atau kendala lainnya tanpa
pemberitahuan/persetujuan dari Pengguna.

Proses pembayaran atas pembelian Produk segera
dilakukan oleh pejabat yang berwenang setelah BAST
ditandatangani oleh Pembeli dan Penyedia serta
setelah seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan
oleh Pengelola Katalog Elektronik dan/atau ketentuan
hukum yang berlaku dipenuhi oleh Pembeli dan
Penyedia.

Pembayaran diberikan kepada Penyedia melalui kanal
pembayaran sesuai dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Dalam rangka pelaksanaan proses pembayaran,
Penyedia bersedia untuk menggunakan nomor
rekening dari bank yang sudah termasuk dalam daftar
peserta BI-FAST yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Penyedia wajib untuk memastikan dan menjamin
bahwa nomor rekening yang digunakan dalam proses
transaksi pembayaran Pengadaan Barang/Jasa di
Katalog Elektronik (E-Purchasing) adalah benar milik
Penyedia. Apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian
atas nomor rekening yang diberikan Penyedia kepada
Pengelola Katalog Elektronik atau yang dimasukkan di
Katalog Elektronik, maka seluruh akibat atas kesalahan
atau ketidaksesuaian nomor rekening tersebut akan
menjadi tanggung jawab Penyedia.

Pembeli wajib memastikan bahwa nomor rekening bank
dan/atau data Penyedia lainya yang dibutuhkan untuk
proses pembayaran sudah terdaftar di SAKTI. Dalam
hal nomor rekening bank dan/atau data Penyedia
lainnya yang dibutuhkan untuk proses pembayaran
belum terdaftar di SAKTI, maka Pembeli wajib untuk
melakukan pengkinian data tersebut di SAKTI.
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Pembeli wajib memasukan nomor rekening milik
Telkom dalam SAKTI Sebelum melakukan pembayaran
pada setiap transaksi di Katalog Elektronik. Dalam hal
Pembeli tidak memasukan nomor rekening milik
Telkom dalam SAKTI dan menyebabkan kegagalan
pada proses pembayaran, maka Pembeli wajib
bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap kegagalan
pembayaran tersebut.

Penyedia akan dibuatkan sebuah nomor Kode
Pembayaran dan Kode Pembayaran tersebut hanya
dapat dipergunakan untuk keperluan transaksi di dalam
Katalog Elektronik.

Pembeli wajib melakukan Reservasi Pembayaran
terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran
kepada nomor Kode Pembayaran. Dalam hal ini,
Pembeli wajib melakukan pembayaran dalam jangka
waktu yang ditentukan di Katalog Elektronik. Apabila
Pembeli tidak melakukan pembayaran dalam waktu
yang ditentukan, maka Pembeli harus mengulang
proses Reservasi Pembayaran.

Pembeli dilarang untuk melakukan pembayaran apabila
belum melakukan Reservasi Pembayaran. Segala
akibat yang terjadi dikarenakan oleh kesalahan Pembeli
yang melakukan pembayaran tanpa melakukan
Reservasi Pembayaran akan menjadi tanggung jawab
Pembeli sepenuhnya dan Pembeli melepaskan
Pengelola Katalog Elektronik dari segala tuntutan yang
diajukan dan/atau seluruh kerugian yang ditimbulkan.

Apabila penyelesaian pembayaran melalui metode
Virtual Account akan dilakukan dari bank yang berbeda
dengan bank yang disediakan oleh Pengelola Katalog
Elektronik, maka penyelesaian pembayaran hanya bisa
dilakukan melalui real-time transfer (RTO) atau BI-
FAST.

Penyedia akan dikenakan Meterai Elektronik apabila
nominal transaksi di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta
Rupiah), biaya Tanda Tangan Elektronik, biaya
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (apabila ada),
biaya yang dikenakan atas metode dan/atau proses
pembayaran (apabila ada), dan biaya lainnya (apabila
ada).

Pembayaran atas biaya Meterai Elektronik dan biaya
Tanda Tangan Elektronik akan dibayarkan secara
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mandiri oleh Penyedia kepada penyedia jasa layanan
terkait yang bekerja sama dengan Katalog Elektronik.

Pembeli akan dikenakan biaya atas Produk, biaya
pengiriman (apabila ada), biaya asuransi pengiriman
(apabila ada), dan biaya lainnya (apabila ada).

Dalam hal timbulnya biaya transfer antar bank
(interbank) dalam proses pembayaran, maka hal
tersebut merupakan tanggung jawab dari para pihak
yang melakukan transaksi berdasarkan Surat Pesanan
dan bukan menjadi tanggung jawab Pengelola Katalog
Elektronik.

Proses pembayaran kepada Penyedia akan dilakukan
setiap hari dengan waktu operasional tertentu sesuai
dengan yang ditentukan oleh Pengelola Katalog
Elektronik dengan rincian sebagai berikut:
a. Pada hari berkenaan (H+0)
Penyaluran dana akan dikirim pada hari berkenaan
apabila MIP menerima pembayaran dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
pada pukul 00.00 hingga Pukul 14.00 WIB; dan
b. Pada hari berikutnya (H+1)
Penyaluran dana akan dikirim pada hari berikutnya
apabila MIP menerima pembayaran dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
setelah pukul 14.01 hingga pukul 23.59 WIB.

Bendahara Umum Negara (BUN) atau Bendahara
Umum Daerah (BUD) akan melakukan proses distribusi
pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan hukum
yang berlaku, atas beban APBN/APBD, sesuai dengan
proses bisnis yang disepakati antara Pengelola Katalog
Elektronik, dan Bendahara Umum Negara (BUN) atau
Bendahara Umum Daerah (BUD).

Setelah melakukan penandatanganan BAST, Pembeli
wajib untuk mencocokan setiap Produk yang dibeli
terhadap BAS/CoA yang sudah terdaftar di SAKTI
untuk proses pertukaran data dengan SAKTI.
Ketentuan lebih lanjut terkait pertukaran data akan
diatur lebih lanjut oleh Pengelola Katalog Elektronik.

Ketentuan lainnya terkait Pembayaran kepada
Penyedia akan dilakukan sebagaimana diatur lebih
lanjut dalam ketentuan terkait Katalog Elektronik atau
ketentuan lainnya oleh Pengelola Katalog Elektronik.

Harga Barang dan biaya layanan yang ditampilkan di
Katalog Elektronik sudah termasuk Pajak Pertambahan
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21. Jaminan Bebas 21.1
Cacat Mutu dan
Garansi

Nilai (PPN) (apabila ada), dan/atau Pajak Penjualan
atas Barang Mewah (PPnBM) (apabila ada).

Pembayaran atas harga Barang dan/atau Jasa ke
Penyedia akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh)
dan/atau biaya lainnya sesuai dengan ketentuan
Katalog Elektronik dan/atau hukum yang berlaku di
Indonesia.

Pengelola Katalog Elektronik yang diwakili oleh MIP
dapat mengenakan tarif atas jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) kepada Penyedia terkait
penggunaan Katalog Elektronik sesuai ketentuan
hukum yang berlaku di Indonesia.

Untuk Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki
kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
di luar tarif 12% (dua belas persen) atau 0% (nol
persen), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, maka metode pembayaran yang dapat
digunakan dalam transaksi pada Katalog Elektronik
akan terbatas sejauh yang diatur oleh Pengelola
Katalog Elektronik dalam sistem Katalog Elektronik.

Ketentuan pajak atas harga Produk dan/atau biaya
lainnya yang dikenakan dalam transaksi Pengadaan
Barang/Jasa di Katalog Elektronik (E-Purchasing) akan
dikenakan sesuai dengan ketentuan Katalog Elektronik,
Peraturan Menteri Keuangan terkait dan/atau hukum
yang berlaku di Indonesia.

Transaksi Barang/Jasa di Katalog Elektronik yang
terjadi di wilayah Kawasan Bebas akan dibebaskan
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan/atau Pajak
Penjualan atas Barang Mewah (PPNBM) sesuai
dengan perkembangan fitur dalam Katalog Elektronik
secara bertahap, dan apabila fitur tersebut belum
tersedia untuk memfasilitasi kebutuhan transaksi di
Kawasan Bebas, maka Penyedia atau Pembeli dapat
menghubungi Pusat Bantuan.

Ketentuan yang diatur pada angka 6 di atas terkait
transaksi Barang/Jasa pada Kawasan Bebas akan
mengikuti ketentuan hukum yang berlaku beserta
perubahannya.

Penyedia menjamin bahwa Produk yang dikirimkan
kepada Pembeli adalah bebas dari cacat mutu dan/atau
cacat Produksi.
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Penyedia menjamin garansi Produk sepanjang memiliki
garansi dan tidak dilakukan modifikasi/perubahan yang
mengakibatkan hilangnya garansi tersebut.

Dalam hal ditemukan cacat mutu pada saat pemakaian
yang wajar, maka Pembeli dapat menyampaikan
pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia setelah
ditemukan cacat mutu tersebut selama masa layanan
purnajual.

Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau
mengganti Produk dalam jangka waktu yang ditetapkan
dalam pemberitahuan tersebut.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa
barang yang disediakan di Toko, dan/atau dikirimkan
tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

Penyedia berkewajiban untuk menanggung dan akan
membebaskan Katalog Elektronik dan/atau Pembeli
termasuk namun tidak terbatas pada, PPK, PP,
direktur, pegawai dan/atau pihak afiliasinya, dari atau
atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan dan/atau
tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya
yang dikenakan sehubungan dengan klaim atas
pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya
yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

Syarat dan Ketentuan ini tidak akan dianggap sebagai
pengalihan atau transfer dari setiap HAKI yang dimiliki
masing-masing pihak kepada pihak lainnya

Katalog Elektronik menyediakan Layanan Pusat
Bantuan untuk membantu Pengguna memahami
dan/atau menggunakan Katalog Elektronik.

Pengelola Katalog Elektronik melakukan penanganan

terhadap aduan yang masuk terkait Pengadaan

Barang/Jasa pada Katalog Elektronik (E-Purchasing)

yang disampaikan oleh Pengguna. Ketentuan umum

Layanan Pusat Bantuan bagi Pengguna Katalog

Elektronik yakni:

a. Pengguna dapat melakukan pengaduan melalui
beberapa kanal seperti email pada alamat
layanan@lkpp.go.id, Webform, Whatsapp Official
pada nomor 08 111 5577 09, Web Chat dan/atau
menghubungi langsung layanan Call Center di
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nomor 144 untuk mengajukan pertanyaan lanjutan
atau pengaduan; dan/atau

b. Pengguna dapat melakukan pengaduan melalui
tatap muka di kantor pusat LKPP.

Pengguna Terdaftar juga dapat melakukan pengaduan
melalui website LPSE Support.

Setelah melakukan pengaduan, Pengguna akan
mendapatkan informasi mengenai nomor tiket aduan
dan/atau status aduan melalui fitur notifikasi.

Proses lacak status pengaduan dapat dilakukan melalui
beberapa saluran fitur pengaduan termasuk namun
tidak terbatas melalui whatsapp, email, dan/atau call
center Layanan Pusat Bantuan.

Penyedia dapat dikenakan sanksi apabila:

a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan
ketentuan Syarat dan Ketentuan Katalog Elektronik
atau kesepakatan dalam transaksi melalui Katalog
Elektronik;

b. Tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai
ketentuan dalam Surat Pesanan tanpa disertai
alasan yang dapat diterima; dan/atau

c. Melakukan perbuatan lainnya yang melanggar
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

d. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam angka (1) dapat dikenakan sanksi
administratif berupa:

1) Pemberian surat peringatan;

2) Penghentian dalam sistem transaksi Katalog
Elektronik; dan/atau

3) Penurunan pencantuman Produk dan/atau
Penyedia.

Penyedia dapat dikenakan sanksi denda atas
keterlambatan pemenuhan kewajiban Pengadaan
Barang/Jasa (E-Purchasing) sebesar 1/1000 dari total
harga Produk atau dari sebagian total harga Produk
untuk setiap hari keterlambatan sebagaimana diatur
dalam Surat Pesanan dan/atau hukum yang berlaku di
Indonesia.

Sanksi bagi Penyedia dapat berupa sanksi ganti rugi,
denda keterlambatan atau pencairan jaminan.

Sanksi ganti rugi bagi Penyedia dikenakan apabila
jaminan tidak dapat dicairkan, kesalahan dalam
perhitungan volume pekerjaan berdasarkan hasil audit,
menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak
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sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit.
Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai
kerugian yang ditimbulkan.

Sanksi denda keterlambatan bagi Penyedia dikenakan
apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan
dengan cara memotong pembayaran prestasi
pekerjaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak
mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan, pelunasan
uang muka atau pencairan jaminan uang muka (apabila
diberikan uang muka) bagi Penyedia dikenakan apabila
Penyedia tidak menyelesaikan pekerjaan setelah
berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan atau
dilakukan pemutusan Surat Pesanan.

Penyedia yang menurut penilaian Pejabat Pembuat

Komitmen terbukti melakukan larangan-larangan dapat

dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:

a. Pemutusan Kontrak;

b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor
sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau
Jaminan Uang Muka dicairkan; dan

d. Dikenakan Sanksi Daftar Hitam

Pengalihan seluruh kontrak dengan detail sebagaimana
tercantum dalam Surat Pesanan hanya diperbolehkan
dalam hal terdapat pergantian nama Pembeli dan/atau
Penyedia, baik sebagai akibat penggabungan,
peleburan, atau pemisahan.

Pengalihan seluruh dan/atau sebagian pelaksanaan
hak dan kewajiban berdasarkan Surat Pesanan akan
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pembeli
dan Penyedia.

Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia
dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar
antara lain meliputi namun tidak terbatas pada bencana
alam, bencana sosial, bencana non alam (termasuk
namun tidak terbatas pada embargo, ketidaktersediaan
listrik, sabotase, wabah penyakit, endemi, dan
epidemi), pemogokan, kebakaran, tindakan pemerintah
di bidang fiskal, bidang moneter, atau gangguan teknis
lainnya, dan keadaan keamanan yang tidak
mengizinkan.
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Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dari sisi Penyedia,
Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan
Kahar kepada Pembeli secara tertulis dalam waktu
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak
terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh
pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan
hukum yang berlaku.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dari sisi Pembeli,
maka Pembeli wajib memberitahukan secara tertulis
kepada Penyedia mengenai terjadinya Keadaan Kahar
tersebut.

Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa dapat dihentikan atau
dilanjutkan setelah Keadaan Kahar berakhir.

Pada saat terjadinya keadaan Kahar, Surat Pesanan
dapat dihentikan hingga Keadaan Kahar berakhir
dengan ketentuan:

a. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan
pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan
pemeriksaan bersama atau berdasarkan audit.

b. Jika selama masa Keadaan Kahar Pembeli
memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia
untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan maka
Penyedia berhak untuk menerima pembayaran
sebagaimana ditentukan dalam Surat Pesanan dan
mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai
dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam
situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur
dalam adendum/perubahan Surat Pesanan.

Penghentian Surat Pesanan karena Keadaan Kahar

dapat bersifat:

a. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau

b. permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak
memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya
pekerjaan.

Dalam hal terjadi perubahan atas Surat Pesanan
dikarenakan oleh Keadaan Kahar, maka proses
adendum Surat Pesanan pada Katalog Elektronik dapat
dilakukan oleh Pembeli sebagaimana diatur dalam
Ketentuan Surat Pesanan dalam Syarat dan Ketentuan
Katalog Elektronik.

Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Surat
Pesanan disebabkan Keadaan Kahar dapat melewati
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tahun anggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan
hukum yang berlaku.

Keterlambatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
(E-Purchasing) yang diakibatkan oleh terjadinya
Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

Ketentuan lainnya terkait Keadaan Kahar akan
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Surat Pesanan
dan/atau adendumnya.

Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam
Syarat dan Ketentuan ini dengan ketentuan dalam
Surat Pesanan terkait Keadaan Kahar, maka ketentuan
dalam Surat Pesanan yang akan berlaku.

Pengelola Katalog Elektronik memahami dan mematuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang perlindungan data pribadi di
Indonesia.

Pengguna yang mengakses Katalog Elektronik juga
dianggap setuju untuk tunduk pada ketentuan yang
diatur dalam Kebijakan Privasi Katalog Elektronik.

Katalog Elektronik dapat melakukan penyimpanan data
pribadi dan data identitas Pengguna untuk kepentingan
pencatatan (log dan Audit Trail) selama jangka waktu
yang diperlukan untuk tujuan pemrosesan data pribadi
dan Pengguna menyetujui apabila Katalog Elektronik
memberikan data pribadinya kepada pihak ketiga
lainnya untuk tujuan kepentingan transaksi layanan
Katalog Elektronik, audit, dan untuk kepentingan
Pengadaan Barang/Jasa Katalog Elektronik (E-
Purchasing).

Pengguna membebaskan Pengelola Katalog Elektronik
dari kerugian dan/atau tuntutan yang diajukan pihak
ketiga lainnya yang diakibatkan oleh kesalahan atau
kelalaian yang dilakukan oleh Pengguna lainnya
apabila Pengguna lainnya menyebarkan secara tidak
berwenang, melakukan penyalahgunaan dan/atau hal
lainnya atas data pribadi yang dimilikinya berdasarkan
kewenangan yang sah dari masing-masing pihak.

Penyimpanan data Penyelenggara Sistem Elektronik
Publik dapat terhubung kepada Pusat Satu Data
Nasional.

Katalog Elektronik berkewajiban untuk melindungi,
mengelola, dan/atau memproses data pribadi
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28. Pelepasan dan 28.1
Pembatasan
Tanggung Jawab

Pengguna. Apabila terjadi kebocoran data, maka
Katalog Elektronik akan menghubungi pemilik untuk
penyelamatan atau penghapusan data pribadi sesuai
dengan Kebijakan Privasi Katalog Elektronik dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Data pribadi yang terdaftar dalam Katalog Elektronik
merupakan data pribadi yang dapat diakses oleh
pemilik data dan telah diverifikasi keakuratannya.

Data pribadi yang tersimpan dalam Katalog Elektronik
merupakan data yang terenkripsi.

Data pribadi pengguna Katalog Elektronik dapat
dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi
berakhir atau berdasarkan permintaan Pengguna,
kecuali ditentukan lain oleh ketentuan hukum yang
berlaku di Indonesia.

PPK setuju bahwa data pribadi miliknya yaitu berupa
nama lengkap, satuan kerja dan instansi akan terlihat
oleh PP untuk tujuan proses Pengadaan Barang/Jasa
pada Katalog Elektronik (E-Purchasing).

Pengelola Katalog Elektronik telah menggunakan
upaya terbaiknya untuk dapat menjaga, mengamankan,
meningkatkan dan memperbaiki performa Katalog
Elektronik, namun Pengelola Katalog Elektronik tidak
dapat menjamin sepenuhnya keamanan Katalog
Elektronik. Pengguna memahami dan setuju bahwa
Pengguna dalam memanfaatkan layanan Katalog
Elektronik atas risiko Pengguna sendiri, dan layanan
Katalog Elektronik diberikan kepada Pengguna pada
sebagaimana tersedia. Sejauh diizinkan oleh hukum
yang berlaku, Pengelola Katalog Elektronik (termasuk
Induk Perusahaan, direktur, dan karyawan dan/atau
afiliasinya) adalah tidak bertanggung jawab, dan
Pengguna setuju untuk tidak menuntut Pengelola
Katalog Elektronik bertanggung jawab, atas segala
kerusakan atau kerugian (termasuk namun tidak
terbatas pada hilangnya uang, reputasi, keuntungan,
atau kerugian tak berwujud lainnya) yang diakibatkan
secara langsung atau tidak langsung termasuk namun
tidak terbatas dari :
a. Penggunaan atau ketidakmampuan Pengguna
dalam menggunakan layanan Katalog Elektronik.
b. Harga, Pengiriman, dan/atau petunjuk lain yang
tersedia dalam layanan Katalog Elektronik.
c. Keterlambatan atau gangguan dalam Katalog
Elektronik.
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d. Kelalaian dan kerugian yang ditimbulkan oleh

masing-masing Pengguna.

. Kualitas Barang.

Pengiriman Barang.
. Pelanggaran Hak atas Kekayaan Intelektual.
. Perselisihan antar Pengguna.
Pencemaran nama baik pihak lain.
Setiap penyalahgunaan Barang yang sudah dibeli
pihak Pengguna.

k. Kerugian akibat pembayaran tidak resmi kepada
pihak lain selain ke Rekening resmi Katalog
Elektronik, yang dengan cara apapun
mengatasnamakan Katalog Elektronik dan/atau
Pengelola Katalog Elektronik ataupun kelalaian
penulisan rekening dan/atau informasi lainnya
dan/atau kelalaian pihak bank.

|. Pengiriman untuk perbaikan Barang yang bergaransi
resmi dari pihak produsen. Pembeli dapat membawa
Barang langsung kepada pusat layanan servis
terdekat dengan kartu garansi dan faktur pembelian.

m.Virus atau perangkat lunak berbahaya lainnya (bot,
script, hacking tool) yang diperoleh dengan
mengakses, atau menghubungkan ke Ilayanan
Katalog Elektronik.

n. Gangguan, bug, kesalahan atau ketidakakuratan
apapun dalam layanan Katalog Elektronik.

o. Kerusakan pada perangkat keras Pengguna dari
penggunaan setiap layanan Katalog Elektronik.

p. Isi, tindakan, atau tidak adanya tindakan dari pihak
ketiga, termasuk terkait dengan Produk yang ada
dalam Katalog Elektronik yang diduga palsu.

g. Tindak penegakan yang diambil sehubungan
dengan akun Pengguna.

r. Adanya tindakan peretasan yang dilakukan oleh
pihak ketiga kepada akun pengguna.

oo KQ o

Pengelola Katalog Elektronik tidak bertanggung jawab
atas kesalahan yang diakibatkan oleh tindakan
dan/atau kelalaian dari Pengguna dan Pengguna akan
melepaskan Pengelola Katalog Elektronik dari tuntutan
ganti rugi dan menjaga Pengelola Katalog Elektronik
(termasuk induk Perusahaan, direktur, dan karyawan)
dari setiap klaim atau tuntutan, termasuk biaya hukum
yang wajar, yang dilakukan oleh pihak ketiga yang
timbul dalam hal Pengguna melanggar perjanjian
dan/atau Syarat dan Ketentuan ini, penggunaan
layanan Katalog Elektronik yang tidak semestinya,
dan/atau pelanggaran Pengguna terhadap hukum atau
hak-hak pihak ketiga.
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Jika Pengguna memiliki perselisihan dengan satu atau
lebih  Pengguna lainnya, Pengguna melepaskan
Pengelola Katalog Elektronik (termasuk Induk
Perusahaan, Direktur, dan karyawan) dari klaim dan
tuntutan atas kerusakan dan kerugian (aktual dan
tersirat) dari setiap jenis dan sifatnya, yang dikenal dan
tidak dikenal, yang timbul dari atau dengan cara apapun
berhubungan dengan sengketa tersebut, termasuk
namun tidak terbatas pada kerugian yang timbul dari
pembelian Barang dan/atau Jasa yang telah dilarang.
Dengan demikian maka Pengguna dengan sengaja
melepaskan segala perlindungan hukum (yang terdapat
dalam Undang-undang atau peraturan hukum yang
lain) yang akan membatasi cakupan ketentuan
pelepasan ini.

Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia.

Pengguna setuju bahwa perselisihan yang terjadi
antara para pihak dalam penggunaan Katalog
Elektronik dan/atau transaksi Pengadaan Barang/Jasa
(E-Purchasing) di Katalog Elektronik akan diselesaikan
melalui  musyawarah untuk mufakat. Apabila
musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, para pihak
sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui
pengadilan dan/atau alternatif penyelesaian sengketa
lainnya yang berwenang berada di wilayah Indonesia.

Pengguna dilarang melakukan tindakan KKN,
kecurangan, penggelapan dan segala tindakan hukum
lainnya yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan
dan/atau dalam ketentuan hukum yang berlaku di
Indonesia.

Pembeli dan Penyedia wajib mematuhi etika
Pengadaan Barang/Jasa (E-Purchasing) dengan tidak
melakukan tindakan KKN, termasuk namun tidak
terbatas pada menawarkan, menjanjikan, memberi
dan/atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan
bentuk lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan
jabatannya dalam Pengadaan Barang/Jasa (E-
Purchasing).

Masing-masing Pihak bertanggung jawab penuh atas
setiap tindakan yang menyalahi ketentuan Larangan
Melakukan Tindakan KKN. Apabila ketentuan ini
dilanggar maka pihak yang melanggar setuju untuk
tunduk dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
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Pengelola Katalog Elektronik dan/atau ketentuan
hukum yang berlaku di Indonesia.

Masing-masing pihak dilarang untuk mendorong
terjadinya persaingan tidak sehat sebagaimana diatur
dalam ketentuan hukum berlaku.

Syarat dan Ketentuan akan diubah dan/atau
diperbaharui dari waktu ke waktu oleh Pengelola
Katalog Elektronik. Pengelola Katalog Elektronik
menyarankan agar Pengguna membaca secara
seksama dan memeriksa halaman Syarat dan
Ketentuan ini dari waktu ke waktu untuk mengetahui
perubahan apapun. Dengan tetap mengakses dan/atau
menggunakan layanan Katalog Elektronik, maka
Pengguna dianggap menyetujui Syarat dan Ketentuan
ini dan segala perubahannya.

Pengelola Katalog Elektronik berhak dan berwenang
untuk menambahkan, mengurangi, menghentikan
sementara dan/atau permanen, memperbaiki aturan
setiap layanan dan/atau fitur yang tersedia di Katalog
Elektronik setiap saat.

Dalam hal terdapat pertentangan antara syarat dan
ketentuan yang diatur khusus oleh salah satu fitur di
dalam Katalog Elektronik dengan Syarat dan
Ketentuan, maka Pengguna setuju dan sepakat bahwa
ketentuan Syarat dan Ketentuan yang akan berlaku.



Klausul dalam SSUK

4. Fitur Chat dan
Notifikasi

13. Jaminan

14. Surat Pesanan

4.3

13.1

14.15

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

Pengaturan dalam SSUK

Respon chat penyedia terhadap pembeli melalui fitur chat di
aplikasi INAPROC V.6 adalah 1 x 24 jam (satu dikali dua puluh
empat jam). Jika lewat atau melebihi 1 x 24 jam, maka Kami
nyatakan bahwa Penyedia tidak memberikan respon dan
PPKOM dapat mengambil keputusan sepihak
a. Penyedia bersedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan
kepada PPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak peserta
ditunjuk sebagai pemenang dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) Untuk nilai penawaran antara 80 % (delapan puluh
persen) sampai dengan 100 % (seratus persen) dari nilai
HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5 % (lima persen)
dari nilai kontrak; atau
2) Untuk nilai penawaran di bawah 80 % (delapan puluh
persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5
% (lima persen) dari harga HPS
b. Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh bank umum,
Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ Lembaga
Keuangan Khusus yang menjalankan usaha di bidang
pembiayaan, penjaminan, dan asuransi yang berkedudukan/
memiliki kantor cabang di Provinsi Jawa Timur
c. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan di setor ke Rekening
Kas Daerah Bondowoso

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Satuan Kerja Pejabat Penandatangan Kontrak: Dinas
Kesehatan Kabupaten Bondowoso

Nama :dr MOCH. JASIN, M.Kes
Alamat : JI Imam Bonjol No 13, Kademangan, Kab.
Bondowoso

Telepon : (0332) 421341

Website : www.dinkesbondowoso.id

Faksimili : (0332) 425950

e-mail : perencanaanbondowoso@gmail.com

Penyedia :.......coooiiiiii
Nama e

Alamat ..
Telepon : -

Website :..................

Faksimili : -

e-mail :-
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Pelaksanaan penerimaan Produk dan pemeriksaan Produk
dilakukan bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten
Bondowoso, pada hari dan jam kerja, yaitu hari Senin s.d
Jumat, pukul 08.00 — 15.00 WIB.

a.

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati
dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

- Penyedia telah mengajukan tagihan

- Pembayaran dilakukan dengan sekaligus

- Pembayaran harus dipotong pajak.

- Penyedia telah membayar denda terlebih dahulu (apabila

ada).

. Pembayaran hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai

100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan
telah diterbitkan.

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
melakukan proses pembayaran atas pembelian barang
selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

Sanksi denda atas keterlambatan pemenuhan kewajiban
Pengadaan Barang adalah sebagai berikut:

1.

Denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga

sebelum PPN untuk setiap hari keterlambatan jika barang belum
diterima 100%, atau

2. Denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga
barang yang belum diterima sebelum PPN untuk setiap hari
keterlambatan jika barang yang diterima 0-99%



